PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMLM PUSAT SANGLAH
DAN
BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR :  13UNI42.2/KS2019 (PIHAK PERTAMA)
NOMOR  :  Hronon fxw 430 23302249 (PIHAK KEDUA)
NOMOR : 445/18UHK/BRSUD/2019 (PFIHAK KETIGA)
TENTANG

PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENDIIMKAN DAN PELATIHAN,
PELAY ANAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT DI RUMAH
SAKIT PENIMDHIKAN SATELIT BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAN
KABUPATEN TABANAN UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN
LUNIVERSITAS UDAYANA

Pada bar ini Senin, tanggeal Satu bulan Juli tahun Dua Ribe Sembilan Belas (01-07-2019),
kami yang bertanda tangan dibawah ni:

1. Dr.dr. | Ketut Suvasa, Sp.B, Sp.OT (K)
Dekan Fakuitas Kedokteran Universitas Udavana dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Fakultas Kedokteran Universias Udavana vang berkedudvkan di
JLPB. Sudwman Denpasar untuk selanjuinva disebul PIHAK PERTAMA,

I, dr. | Wavan Sodana, M.Kes
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sunglah Denpasar, dalam hal mi
bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar vang
berkedudukan di Jalan Diponegoro Denpasar, untuk selanjumyva disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Y. dr. I Mvoman Susila, M. Kes
Direktur Badan Rumah Sakit Umuom Daerah Kabupaten Tabanan, berdasarkan

Kepuiusan Bupati Tabanan Nomor 821.22/134/BEKD tertanggal 11 April 2012
dalam hal m bertindak untuk dan atas nama Badan Rumah Sakn Umum Dacrah
Kabapaten Tabanan JI. Pahlawan Moo 14 Tabanan, umuk sclanjuinya disebu
PIHAK KETHGA.
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PFIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya  disebut
PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanpan kegasama di bidang pendidikan dan
pelatihan, pelayanan, penclitian seria pengabdian masyarakat dengan ketentuan dan syarat-
svarat sehagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah im;

Pasal |
TUJUAN

Kegasama i bertujuan untuk meningkatkan muwtu pendidikan dan membina hubungan
kelembagaan PARA PIHAK dibidang pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian
sena pengabdian masvarakat, memben pembelajaran klimk vang memadai bagi peserta
didik. meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan pasien,

FPasal 2
RUANG LINGKLP

Uniuk mencapai tujusn schagaimana dimaksed dalam Pasal 1, dilakssnakan kegiaian
bersama meliputi:

Bantuan tenaga ahli/profesional dibidang kesehatan untuk pelayanan;

Pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik;

Lokakarva, senunar dan kegiatan ilmiah lainnva;

Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis rumah saki di PIHAK
KETIGA;

2. Pengabdian masyarakat,

B oo

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

{1} Pengaturan Dosen
FARA PIHAK memiliki moggung jawab bersama uniuk pengaturan dosen dalam
melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan, pelavanan, penelitian seria pengabdean
masyvarakat ditempat PIHAK KETIGA.

{2) Proses Pendidikan
a. Proses pendidikan  Klimk  dilaksanakan  berdasarkan Panduan Pendidikan
Kedokieran vang berlaku:
b. Dalsm proses pendidikan klinik dilaksanakan supervisi berjenjang oleh DPIP
sesum dengan ketentuan yvang berlaku;
€. Dalam proses pendidikan, peserta didik terhbai dalam pelayanan pasien, sesuvai
denpan kompetensinya;
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d. Pesertadidik PIHAK PERTAMA, dalam melaksanakan proses pendidikan
dan pelatihan, pelayanan, penelitan sarla pengabdian masyarakat dilempat
PIHAK KETIGA diatur secara tersendin didalam buku Pedoman dan
Panduan Pendidikan Profesi Dokter di Badan Rumah Sakit Umum Daerah
KabupatenTatanan.

PASAL 4
PENERIMAAN PESERTA DIDIK

(1) Jenis Dan Rasio
Raslo peserta didikx dengan Dokdiknis (dokter pendidik Khinis) untuk peserta
didik kedokteran (PSPD) 1:5, PPDS-1 rasio 1:3 dan tenaga kesehatan lain
denganrasio 1.7

{2} Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan peserta didik
- Program Studi Pendidikan Dokter jenjang profesi dokter
- Program Pendidikan Spesialis 1 gengan pin kuning.biru dan Fiijau

(3) Varias| Kasus
Pererimaan peserta didik disesuaikan dengan variasi kasus yang ada di
Badan Rumah Sakit Umum Daerah KabupalenTabanan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

{1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pelayanan. penelitian, serla
pengabdian masyarakat,

b Mentaali semua peraturan dan ketentuan yang beriaku i tempat PIHAK
KETIGA; dan

¢ Membiayai pelaksanaan program pengembangan pendidikan pesera didik
di PIHAK KETIGA tidak termasuk untuk Peserta Didik Program Pendidikan
Dokier Spesialis 1

|21 Hak PIHAK PERTAMA:
Memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk pendidkan dan pelatihan,
pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi pesertadidik di PIHAK
KETIGA

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a, Memastikan PIHAK PERTAMA melakukan supervisi yang memada
wepada pesertadidik.
b, Mengatur pengiriman peserta didik ke PIHAK KETIGA melalui koordinas|
dengan PIHAK PERTAMA.
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(4} Hak PIHAK KEDUA:

Mendapatkan mformasi terkail perencansan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan peserta
dedik di PIHAK KETIGA.

(5) hewajiban PIHAK KETIGA;

a. Menviapkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran, kedokleran gig,
dan kesehatan lain;

b Membenkan dukungan untuk penelitian hidang kedokteran, kedolterin @gi dian/
atan keschatan lain

¢, Menviapkan tenaga pembimbing/'pengajar,

d  Melakukan montoring dan evaluas: terhadap peserta didik:

¢, Membonkan laporan secara mutin kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KREDUA terkan lingkup kegatan o

() Hak PIHAK KETIGA:

a Menenma pesena didik uniuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan
bidang kedokieran, kedokteran gigi dan keschatan lain sesuai dengan daya tampung
rumah sakil pendidikan PIHAK KETIGA.

b, Menerima kontnbusi dana pendidikan dan PIHAK PERTAMA

¢ Mendapat perencanaan dan kelengkapan dokumen peserta didik vang akan barmugas
d1 PIHAK KETIGA seperti. sural penganiar uniuk peseria didik hedokicmn, dan
Sural Tanda Regstrasi, Surat jin Praktik Pendidikan, Surat keterangan kompetensi

dari Ketua Progrom Studi untuk peserta didik Progrom Pendidikan Dokter Spesialis

|

d. Mengatur peserta dulik  vang dikinmkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA sesual peraturan vang berlaku di FIHAK KETIGA.

PARA PIHAK secarn bersama-sama mengatur pola rotasi dan bimbingan kepada peserta
didik FIHAK PERTAMA demi peningkatan kualitas pendidikan dan pelavanan sema
keselamatan pasien.

Pazal &
PENDAMAAN

Seturuh konsekuens pembiavaan vang imbul akibal Perjanpan Rerjusama i ditanggang
oleh PTHAK PERTAMA, tidak termasuk untuk Peserta Didik Program Pendidikan Dokter
spesializ 1.
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Fasal 7
PENELITIAN

(1) Penclitian kedokeran, kedokteran gl dun tenaga keschatan lain dilakukan datam
rangka pengembangan bidang kesehatan dan perumahsakitan:

i2) Penehtian Kedoktersn, kedokieran @i dan tenaga keschatan lain dilakukan di instansi
PIHAK KETIG:A;

(3) Penchition  ynng difakukan dengan manusia  scbagai  obyek penelitian  wajib
mendapatkan etiical clearance yang dikeluarkan oleh instansi PIHAK KEDUA atan
PIHAK KETIGA;

(4) Bimbingan peseria didik dalam melsksanakan penclitian menjadi tangpung jawab
FARA PIHAK dengan PIHAK PERTAMA schagni pembimbing utama;

(%) Hasil penelitian digunakan scbaga behan pengembangan bidang kesehatan dan
perumahsakitan PARA PIHAK,

Pusal 8
REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

(1) Rekruitinen Dosen  dan Tenaga  Pendidikan  dalam perjanjian  kerasama i
dilaksanakan melalui alur rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan vang diatur
dalam regulasi

(23 Seluruh Dosen dan Tenaga kependidikan terdaflar dalam daftar nama Tenaga Dosen
don Tenaga Kependidikan yvany telah diketahui oleh PARA PIHAK

Pasal 9
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam perjanjian kerjasama ini proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian
serta pengabdian masyarakat dilakukan oleh PARA PIHAK dan jika bekerjasama dengan
pihak lan harus sesuni dengan persturan perundang-undangan

Pasal 10
TANGGUNG JAWAB HUKUM

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal vang herkaitan dengan
fujuan kerjasama il sesum dengan ruang lingkup penanjisn sesusi Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku,
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Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA

Keterlambatan salah satu pibak untuk mefaksanakan kewsjiban dalam pecjanjian im ridak
dapat dibebankan pada pibak tersebut scjauh discbabkan olch sua keadaan yang
memaksa (Force Matenre) dengan Ketenmuan bahwa pihak tersebut telah mengambil scpala
tindakan untuk menangeulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebuf;

Pasal 12
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Ketentuan pelaksansan kerjasama sesum denpan pedoman penyvelenggaraan Pendidikan
kedokteran dan peramran perundang-undangan yang berlaku,

(1

(2)

(1)

{2)

i)

Pasal 13
JANGEA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) ahn sejak tanggal satu
butan Juli @mbun dua ribu sembilan belas (01-07- 2019) sampai dengan tanggal tin
puluh bulan Jum tabun dua nbu dua puluh dua | 30- 06 - 2022);

Perpangian kerjasama ini dapat diperpanjang atan diperbaharun sesoan dengan Kemajuan
dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebeium
perjanjian i berakhir dengan swrat pemberitahuan tertulis

Pasal 14
PENYELESALAN PERSELISIHAMN

Perjaniian ini tunduk pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku d Negara Republik Indonesia:

Dalam hal terjadi persclisihan atau perbedaan pendapal yang timbul dani‘atau
sehubungan  dengan pelakssnaan Perianjian i, meka PARA PIHAK akan
menvelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah univk mencapai mufakat,
Apabila udak tercapai penyelesaan perselisthan secara musvawarah, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikun perselisihan tersebul melahn jalur hukum yang
berfaku dengan memilih tempar kedudukan hukum yang etap dan tidak berubah yaitu
di Kantor Pamitera Pengadilan Negen Denpasar
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Pasal 15
LAIN-LAIN

Apabils kemudian han terdapai hal-hal vang belum tercakup dalam perjanjian ini, maka
akan diatur dalam addendum atas dasar perserujuan PARA PIHAK dengan ketentan
bahwa addendum tersebut tidak boleh bertentangan denpan isi perjanjian

Demkianlah. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 itig), asli masing-masing smmie
bunyinys. diatas kertas bermateral cukup serta mempunyai kekuatan hukum vang sama
setelah ditanda tangan: oleh PARA PIHAK.

o t Suyasal Sp.B, Sp.OT (K)ji dr. | Wayan Sudana, M.Kes,
Dekan FK Universitas Udayana - Direkiur Utama RSUP Sanglah Denpasar

Direkiur A



PERJANJIAN KERJASAMA é\ ARA
. AR 7~ PHYSIOTHERAPY
CV. ARAFISIO
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA BALI
TENTANG
PRAKTEK KLINIK/PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nomor : 001/KS-PKL/2019
Nomor : 19/UN14.2.2/KS/2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu
Sembilan Belas (27 - 5-2019), kami yang bertanda tangan di bawah i :

1. Abdurrasyid, 58t. M.Fis
Pimpinan CV, Arafsio vang berkedudukan di Jl Sinai Timur, No. &
Kelapa Dua, Tanggerang Banten, dalam perjanjian ini bertindak untuk
dan atas nama CV. Arafisio, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
FERTAMA.

2. Dr. dr. I Eetut Suyasa, 8p.B.,S8p.0T (K)
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali yang
berkedudukan di Jl. P.B. Sudirman Denpasar - Bali, dalam perjanjian
ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas

Udayana Bali, selanjuinya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak 1 ..
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnva secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama
dalam bidang Praktek Klinik/Prakiek Kerja Lapangan bagi peserta didik
dari Program 3tudi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Bali, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam
pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. CV. Arafisio adalah Layanan kesehatan terfokus pada pelaksanaan
paripurna Fisioterapi cidera olahraga.

2. Program Studi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Bali adalah Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang
menyelenggarakan  pendidikan  kesehatan khususnya  Profesi
Fisioterapi vang berada di bawah Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana Bali

3. Dekan adalah Pimpinan tertinggi di Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana Bali, vang membawahi Program Studi Fisioterapt dan
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut.

4. Peserta didik adalah mahasiswa/mahasiswi Program Studi Fisioteram
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali.

5. Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan adalah Praktek Klinik/Praktek
Kerja Lapangan vang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan
instruktur klinik.

6. Kurikulum yang berlaku di Instituai adalah tolak ukur kemampuan
yang harus dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan jurusan Fisioterapl
Fakultas Kedokteren Universitas Udayvana Bali.

Paraf Pikak 1 ...
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PABAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama mi adalah penvelenggaraan praktek
klinik/ praktek kerja lapangan Fisioterapi di PIHAK PERTAMA bagi peserta
didik PIHAK KEDUA,

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk saling meningkatkan peran dan fungsi PARA PIHAK dalam
merjalankan tugas pokok sesuai tujuan vang telah ditetapkan dengan
dasar saling menguntungkan.

2. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam
menerapkan ilmu pengetahuan vang diperoleh di Program Studi
Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali,

PASAL 4
HAK DAN KEEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA :

a. Menentukan besar biaya praktek yang dibebankan pada peserta
didik yaitu Rp. 50.000,- /mahasiswa [hari,

b. Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas PIHAK PERTAMA
vang rusak akibat kelalaian/kecerobohan vang disebabkan oleh
peserta didik vang dibebankan kepada peserta didik.

¢. Menentukan jumlah peserta didik sesuai dengan kapasitas,

Parat Pihak 1 (7~
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d. Memberikan teguran apabila peserta didik tidak mematuhi
peraturan vang ada.
e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a. Menvediakan sarana/fasilitas vang dibutuhkan oleh pesera didik
sesuai sarana yang ada di PIHAK PERTAMA.

b. Menyediakan Instruktur Klinik.

c. Memberi bimbingan dan pengarahan kepada peserta didik.

d. Mengawasi kegiatan Praktek Klinik.

e. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada
peserta didik yvang indisipliner.

f. Mengatur dan  mengkoordinasikan  pelaksanaan praktek
khinik/praktek kerja lapangan sesuai jadwal vang telah diterima
oleh PIHAK KEDUA.

g. Memberikan laporan penilaian terhadap hasil kegiatan praktek
klinik /praktek kerja lapangan mahasiswa setiap akhir periode.

3. Hak PIHAK KEDUA :

f. Mempercleh kesempatan dan kemudahan dalam praktek
klinik/ praktek kerja lapangan sesuai kurikulum.

b. Memanfaatkan sarana/fasilitas untuk keperluan praktek klinik
peserta didik sesual sarana yang ada di PIHAK PERTAMA.

¢, Menentukan sanksi kepada peserta didik sesuai ketentuan vang
berlaku di Institusi pendidikan.

d. Mendapat bimbingan dari Instruktur klinik.

Paraf Pihak | ﬂ
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e. Mendapatkan sertifikat pelatihan berkaitan dengan pelatihan vang
diadakan oleh PIHAK PERTAMA dan diikuti peserta praktek klinik.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA ;

a. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK
PERTAMA.

b. Mengajukan Program praktek klinik kepada PIHAK PERTAMA setiap
Tahun Ajaran.

c. Mengatur pengiriman peserta didik sesuai dengan kesepakatan
PARA PTHAK,

d. Memberi pengarahan pada peserta didik tentang hal-hal vang boleh
dilakukan sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai.

e, Membayar biaya praktek klnik sesuai tarif yang berlaku di PIHAK
PERTAMA,

PABAL 5
PELAKSANAAN EEGIATAN

1. Kegiatan praktek klinik di PIHAK PERTAMA dikelola oleh instalasi
Pendidikan dan Pelatihan,

2. Setiap awal tahun akademik baru, PIHAK KEDUA mengajukan
program Praktek Klinik secara tertulis.

3. Penempatan peserta didik praktek klinik disesuaikan dengan
kompetensi peserta didik.

4. Ujian praktek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan
praktek.

3. Pelaksanann kegiatan berdasarkan konfirmasi tertulis PIHAK
PERTAMA.

Paraf Pihak 1 g2
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PASAL &
PEMBIAYAAN

|. Biaya pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini sepenuhnya menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA

2. Biava yvang dibavarkan sebesar Rp.50,000.-/mahasiswa/har selama
jangka waktu Praktek Kerja Lapangan dan dibayar melalui kasr CV.
Arahsio.

3. Biaya untuk pembimbing lapangan ditanggung PIHAK KEDUA sebesar
Ep. 250.000,- / mahasiswa/ semester.

PABAL 7
TATA CARA PEMBAYARAN

Biaya praktek dibayarkan secara tunai 5 hari kerja sebelum har pertama
praktek di mulai atau setelah dana dari PIHAK KEDUA terealizast
berdasarkan tagihan Khinik Ara Physiotherapy.

PASAL 8
JANGEA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama iniL

2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA
PIHAK dengan syarat-syarat ketentuan yang sama dan atau diubah
atas kesempatan PARA PIHAK.

3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui
selambat - lambatnya & (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama
ini herakhir.

Paraf Prihak | ...
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PABAL 9
BERAEKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama dapat berakhir atas permintaan tertulis salah
satu pihak dengan mengemukakan alasan yang jelas dengan
memberitahukan terlebth dahulu selambat-lambatnya 3 [tiga) bulan

sebelumnya.

. Pemutusan Perjanjian kerjasama sebelum masa berakhirmya

Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sewaktu-waktu sebagai akibat
salah satu pithak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

perjanjian kerjasama.

. Pengakhiran Perjanjian kerjasama dengan alasan apapun tidak

membebaskan PARA PIHAK dalam hal penyvelesaian kewajiban masing-
masing kepada pihak lain.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua

belah pihak dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan
secara musyawarah dan mufakat.

. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan

mufakat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase/Kementerian
Republik Indonesia.

Bilamana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana maka akan
diselesatkan sesuai dengan hukum yvang berlaku.

Paraf Pihak |
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PASAL 11
PENUTUP

|. Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesauan
lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan
dituangkan ke dalam suatu Addendum yang merupakan bagian vang
tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

2. Setiap perubahan yvang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian
keriasama ini harus disepakati terlehih dahulu oleh PARA PIHAK.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani cleh PARA PIHAK di
Jakarta pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2
{dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

YANg Sama.

o L
Dr. dr. I Ketuf Suyasa, Sp.B.,8p.0T (K) |

Paraf Pihak | ﬂ
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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

UM IVTRSITLS SARTaNE

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR : 503 /UN48.24/KS8/2019
NOMOR : 14/UN14.2.2/KS/2019

TENTARG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

i1) Prof. Dr. M. Ahmad Djojosugito, dr. Sp.OT{K), MHA, MBA
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha, berdasarkan
Keputiisan Rektor Universitas Pendidikan Cranesha Nomor
2812 /UNAS/KP/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 dalam hal im bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan
Ganesha vang berkedudukan di Jl. Raya Desa Jineng Dalem selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

(2] Dr. dr. 1 Hetut Suyasa, 8p.B; 8p.OT([K)
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udavana, berdasarkan Keputusan
Rektor Universitas Udayana Nomor 707 /UN14/KP/2017 tertanggal 27
September 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana yang berkedudukan di Jl. P.B. Sudirman
Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

FIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjuinya secara bersama-sama discbut
PARA PIHAK, sepakat untuk mengadaksn Pedanjian Kerasama dalam rangka
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yvang dituangkan dalam pasal-

pasal seperti berikut:
Paraf Pihak | &5f—
Paral Pihak 2 . 4. i



UMUM
Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kescpahaman antara
Universitas Pendidikan Ganesha dengan Universitas Udayana Nomor
3509 /UN48/KS /2014 dan Nomor 5007 /UN48/KS/2014 tentang Tridharma
Pergurian Tinggl.

TUJUAN
Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membina
hubungan kelembagaan PARA FIHAK dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian,
pengabdian masyarakal dan memberi pembelajaran yang memadai bagi pescria
didik serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masing -
masing lembaga.

RUANG LINGHKUP
Pasal 3

Perjanjian Kerjasama ini meliputi
I. Bantuan tenaga pengajar dalam pelaksanaan proses belajar mengajar;
Dukungan dan fasilitas dalam penpgembangan proses belajar mengajar;
Penggunaan Laboratorium;
Penggunaan Perpustakaan;
Penelitian;
Pengabdian masyarakat;
Publikkasi ilmiah;
Pengembangan sumber daya manusia, dan,
Hal-hal lain yvang disetujui bersama

ek A -l 8

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

HAK PIHAK PERTAMA :

1. Mendapatkan bantuan tenaga pengajar dalam pelaksanaan proses belajar
mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha;

2. Mendapatkan fasilitas dan dukungan institusional dalam penngkatan
kualitas sumber daya manusia FIHAK PERTAMA;

3. Mendapathan kesempatan untuk berkolaborasi dalam penelitian,
pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah yang disepalati oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Paryf Pitiak | el
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Mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mengembangkan sumber
daya manusia dalam bentuk kegiatan magang, training of twtor (TOT),
training of instructor (TQl), seminar, dan workshop. Kegiatan
pengembanpgan SDM  tersebut dalam muang linglup [lmu  Pendidikan
Kedokteran, [lmu Kedokteran Biomedik, llmu Kedokteran Khnik, [Imu
Kedokteran Komunitas, dan [lmu Kedokteran Fariwisata;

Mendapatl kemudahan akses untuk merekrut 3DM dan lulusan PIHAK
KEDLUA,

HAK PIHAK KEDUA :

Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk
keperluan sekretariat maupun proses belajur mengajar pada Fakultas
Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha,

Mendapatkan imbalan (ieken prestasi] bagi tenaga pengajar yang
ditugaskan sesuai dengan Burat Perjanjian Kontrak vang ditandatangani
dan disetujo oleh PARA PIHAK.

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

L.

Menvediakan sarana dan prasarana vang memadai demi terlaksananya
proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan
Ganesha;

Menyediakan dan memberikan imbalan dalam pelaksanaan proses belajar
mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha sesuai
dengan Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani dan disetujui oleh
PARA PIHAK.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA ;

2,

Memberikan bantuan tenaga pengajar vang disesuaikan dengan
kebutuhan PIHAK PERTAMA;

Memberikan izin penggunaan sarana dan fasilitas Laboratorium dan
Perpustakaan untuk kegiatan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas
Pendidikan Ganesha sepanjang tidak mengpangeu kegiatan pembelajaran
di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sesual dengan ketentuan
vang berlaku;

Memberikan kesempatan wuntuk berkolaborasi dalam penelitian,
pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah yang disepakati oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Paraf Pihak 1 .2”
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4. Memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengembangkan sumber
daya manusia dalam bentuk kegiatan magang training of tutor [TOT],
training of instructor (TOIl), seminar, dan workshop. Kegiatan
pengembangan SDM tersebut dalam ruang lingkup [Imu  Pendidikan
Kedokteran, [Imu Kedokieran Biomedik, [mu Kedokteran Klinik, lmu
Kedokteran Komunitas, dan [Imu Kedokteran Pariwisata;

5. Memberikan kemudahan akses untuk merekrut SDM dan lulusan PIHAK
EEDLUA,
PELAKSANAAN
Pasal 5

I. Pemberian dukungan dan memfasilitasi bagi tenaga pengajar oleh PIHAK
KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA dalam rangks pengembangan proses
belajar mengajar vang akan dilaksanakan secara bertahap dan terus
menerus dengan mengace kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP)
FIHAK PERTAMA;

2. PARA PIHAK menjaga ogar pelaksonaan Perjanjian Kergasama ni fbdak
menyimpang dari tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Perjanjian ini;

3. Jika terjadi kesalahpahaman dan atau perselisiban dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyvawarah
mufakat oleh PARA PIHAK.

BIAYA
Pasal 6

Scgala biaya yang timbul alobat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama i
ditanggung dan menjadi beban PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK vang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kontrak vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

JANGEA WAKTU
Fasal 7

1. Perjanjian Kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktn 3 (tiga] tahun sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhirn sesual dengan
kescpakatan PARA FIHAK;

2. Perjanjian Kerjazsama ini berlangsung sepanjang Nota Kesepahaman antara
Universitas Pendidikan Ganhesa dan Universitas Udavana masih berlalo;
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. Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir sebelum waktunya apabila
terjadi pergantian Jabatan pada PARA PIHAK,

. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat -
lambatmya 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir,

PENUTUP
Pasal B

Setiap perubahan yang dilakukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK;

Hal - hal lain vang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama
ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu
Addendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjan
Kerjasama ini;

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), vang masing -
masing sama bunyinya dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup,
serta mempunyal kekuatan hukum yang sama, masing — masing untuk PARA
PIHAK.

Paral Pihak | "f
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SURAT PERJANJIAN KERJA
ANTARA

e

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DENGAN
FAKULTAS HEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR : 504 /UN48.24/K8/2019
NOMOR : 15/UN14.2.2/K8 /2019

Pada har imi Kamis, tanggal dua bulan Mei tahun Dua Ribo Sembilan Belas,
kami yvang bertanda tangan dibawah ma:

(1) Prof. Dr. M. Ahmad Djojosugito, dr. S8p.OT{K), MHA, MBA
Diekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha, berdasarkan

Keputusan Fektor Universitas Pendidikan CGanesha Nomor
2812/UN4B/KP/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan
Ganesha vang berkedudukan di Jl. Rayva Desa Jineng Dalem, selanjutnya
disebut sebapai PIHAK PERTAMA,

(1) Dr. dr. 1 Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT(K)
Delean Falkultas Kedokteran Universitas Udayana, berdazarkan Keputusan
Rektor Universitas Udayana Nomor 707/UN14/KP/2017 tertanggal 27
September 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakulias
Kedokteran Universitas Udayvana yang berkedudukan di Jl. P.B. Sudirman
Denpasar, selanjutnya disebut sebagai FIHAK KEDLUA.

Menyatakan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian
Kerja {SPK] dengan merujuk Perjanjian Kerjasama Nomor :
503/ UN4B.24/KS/2019 dan Nomor :14/UN14.2.2/KS5/2019 maka PIHAK
KEDUA dibebankan biaya berdasarkan PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 sebagai beriloat :

1. Honor Dosen Narasumber |

a. Guru Besar : BEp. 450.000,-/jam
L. Lekior Kepala : Bp. 400.000,-/jam
c. Lektor : Rp. 350.000,- /jam
d, Asisten Ahb 1 Ep. Sﬂﬂ.ﬂﬂl[],—ln'jam

Paraf Pihak 1,27
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2. Honor Dosen Fasilitator ;

a. Guru Besar : Bp. 200.000.-/jam
b. Lektor Kepala t Rp. 175.000,-/jam
c. Lektor : Rp. 150.000,-/jam
d. Asisten Ahli : Rp. 125.000,-/jam

3. Transportasi lokal antar Kabupaten (Denpasar - Singaraja PP} sebesar Ep.
265.000,- ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

4. Akomodasi (Penginapan) untuk Narasumber apabila kegiatan lebih dari 1
{satu) har ditanggung oleh FIHAK PERTAMA.

5. Pelaksanaan kegiatan magang stal dosen/laboran pada Laboratorium
Fakuitas Kedokteran yang memerlukan bahan habis pakai (bahan - bahan
laboratorium) ditanggung PTHAK PERTAMA.

Prof. Dr. M. Ahmad Diojusugito, dr. Sp.OT(K), MHA, MBA 4 Dr.dr. 1 Ketut §

Parafl Pihak l&.
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PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
PT. PRODIA WIDYAHUSADA TBK
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
TENTANG

PENELITIAN KEDOKTERAN LABORATORIUM

Nomor : 07/DPS/SPK-UNUD/IV /2019
Nomeor: 12/UN14.2.2/KS/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sepuluh, bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan
Belas (10-04-2019] dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama [PK3]
mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara PT.
Prodia Widyahusada Thk dengan Universitas Udayana Nomor @
03/ DPS/SPE-UNUD/IV /2019 dan Momor : 3307/UN14/KS5/2019 tanggal 01
Maret 2019, vang bertanda tangan di bawah ini.

1. Antonius Erbano, 8.81., Apt. : Branch Manager Cabang Denpasar PT.
Prodia Widyvahusada Thk,
berkedudukan di Jakarta dan
berdomisili di Jalan Kramat Raya No.
150, Jakarta Pusat, yang kewenangan
atas Perjanjian Kerjasama ini
berdasarkan  Surat  Kuasa  No
1392 /SK-PEN/DPS/2019 tanggal 10
April 2019, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT. Prodia
Widvahusada Tbk, selanjutnya dalam
Perjanjian Kerja Sama (PKS] i
disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr.dr I Ketut Suyasa, 8p.B, Dekan Fakultas Kedokteran
Sp.OT [K) : Universitas Udayana, bertindak untuk
dan atas nama Fakultas Kedokteran
Universitas  Udayana, selanjutnya
dalam Perjanjian Kerja Sama ini

disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK
bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk
Perjanjian Kerja Sama {PKS), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS| ini adalah untuk membina
hubungan kelembagaan di bidang pendidikan dan penelitian dengan tujuan
membantu perkembangan ilmu kedokteran, Kkhususnya kedokteran
laboratorium dan penelitian ilmiah di Indonesia.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal |
perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan vang
meliputi bidang-bidang :

2,

3.
4.

Permintaan literatur ataupun fasilitas lainnyva, milik PIHAK PERTAMA,
guna keperluan penelitan laboratorium dan atau pendidikan bagi para
dokter dan dosen serta mahasiswa PIHAK KEDUA,;

Bantuan tenaga ahli dan atau tenaga medis dan atau tenaga profesional
dari PARA PIHAK guna membaniu atau mendukung kegiatan pihak yang
satu dan vang lainnya;

Menvelenggarakan seminar, lokakarva dan kegiatan ilmiah lainnya;
Kegiatan-kegiatan lain vang disepakati bersama oleh PARA PIHAK;

Pasal 3
HAEK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
a. Berhak memperoleh bantuan dari FIHAK KEDUA berupa :

- Bantuan tenaga ahli medik/professional;

- Mengikuti kegiatan ilmiah vang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;

- Bantuan literatur dan fasilitas lainnya milik PIHAK KEDUA, untuk
penelitian laboratorium klinik PIHAK PERTAMA.

b. Berkewajiban untuk :

-~ Membantu dan mendukung PIHAK KEDUA dalam melakukan
kegiatan penelitian;

— Melibatkan tenaga ahli medik/profesionalnya dalam setiap kegiatan
vang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, yang berkaitan dengan
pelaksanaan perjanjian kerjasama ini,

— Turut merawat dan memelihara literatur serta fasilitas lainnya milik
PIHAK KEDUA, pada saat pemakaian, selama kegiatan pendidikan
atau penelitian berlangsung.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

a. Berhak memperoleh bantuan dari PIHAK PERTAMA berupa -

-~ Bantuan literatur dan fasilitas lainnya untuk pendidikan dan
penelitian bagi Dokter, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana;

- Bantuan dalam menvelenggarakan seminar, lokakarva dan kegiatan
ilmiah lainnya.

b. Berkewajiban untul :

- Turut merawat dan memelihara literatur serta fasilitas lainnya milik
PIHAK PERTAMA, pada saat pemakaian, selama kegiatan
pendidikan atau penelitian berlangsung;

- Mencantumkan nama dan atau logo Prodia pada setiap publikasi
atas kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA jika biaya
Penelitian/kegiatan sepenuhnya ditanggung eoleh Laboratorium
Klinik Prodia.



Pasal 4
PELAKSANA KEGIATAN

1. Perjanjian Kerja S8ama (PKS) ini untuk PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh
PT. Prodia Widvahusada Thk

2. Perjanjian Kerja Sama [PKS) ini untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan cleh
Fakultas Kedokteran Universitas Udavana.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya untuk setiap kegiatan penelitian dan pendidikan menjadi tanggung
jawab dari pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut dan hal ini akan
diatur kedalam suatu kesepakatan khusus oleh PAEA PIHAK.

Pasal 6
JANGEA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku untuk jangka wakiu 3 (bga) tahun,
terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini ditandatangani oleh PARA
PIHAK dan berakhir pada tanggal 28 Februan 2022,

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah
terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK vang
mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti
terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain
sebagainyva, vang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pthak berwenang,;

2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan
memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa
vang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampin pernvataan
tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas] hari
terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;

3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga
melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh] hari, maka PARA FIHAK sepakat
untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA
PIHAK sepakat menvelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

2, Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dapat berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat
untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku.



Pasal 9
LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK menjamin bahwa Pihak yang menandatangani Perjanjian ini
merupakan perwakilan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan
menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum
dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan vang dimilikinya, tidak ada
satu ketentuan apapun yang dilanggar

2. PARA PIHAK menjamin bahwa permintaan dan perolehan atas data-data
dimana terdapat rekam medis di dalamnya, tunduk pada Standar Operasi
Prosedur yang berlaku, Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Menteri
Kesehatan Rl Nomor 269 /MENKES /PER/III /2008 tentang Rekam Medis,

serta segala perubahan, peraturan pelaksanaan maupun ketentuan
lainnva yang terkait.

3. Jika dalam perjanjian ini terdapat ketentuan yvang bertentangan dengan
suatu peraturan hukum yang berlaku di wilavah negara Republik
Indonesia dan karenanva ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku,
maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan
lain dalam Perjanjian ini yang tdak bertentangan dan PARA PIHAK
sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan
ketentuan yang sesual serta sejalan dengan maksud peraturan hukum
yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK
dalam Perjanjian ini.

4, Hal-hal yvang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian
ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian han, dalam suatu
bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan
bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian inu,

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar
sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2
(dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki
kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

.l"I -

i .
a, Sp.B, 8p.OT (K) /.r: Antonius Erbano, 8.8i., Apt
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RSSYAL

PERJANJIAN EERJASAMA SPORTS MEDICIHNE CEHTRE
ANTARA
ROYAL SPORT MEDICINE CENTER RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA BALI
TENTANG
PRAKTEEK KLINIK/PRAKTEK KERJA LAPANGAN
B e e e e e B e s e e B S o S e 351
Nomor : 008/Dw-HRD/11 /2019
Nomor + 18/UN14.2.2/K58/2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Pulub Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu
Sembilan Belas (27 - 5 - 2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Derice A. SBumantri
Direktur Healthcare Division PT. Royal Progress vang berkedudukan di
JL. Danau Sunter Utara, Sektor Paradise | Jakarta Utara 14350, dalam
perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Roval Sport Medicine
Center Rumah Sakit Royal Progress, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

2. Dr. dr. I Ketut Suyass, Sp.B.,8p.0T (K)
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali yang
berkedudukan di J1. P.B. Sudirman Denpasar - Bali, dalam perjanjian
ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak 1 ..
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FIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama
dalam bidang Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan bagi peserta didik
dan Program Studi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udavana
Bali, dengan ketentuan dan syarat-svarat sebagaimana tercantum dalam
pasal-pasal sebagai berikut:

PABAL 1
EETENTUAN UMUM

I. Royal Sport Medicine Center RS Royal Progress adalah Klinik terfokus
kepada pelaksanaan paripurna “Sport Medicine”.

2. Program Studi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Bali adalah Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang
menyelenggarakan  pendidikan  kesehatan khususnya  Profesi
Fisioterapi yang berada di bawah Fakultas Kedokteran Universitas
Udavana Bali.

3. Dekan adalah Pimpinan tertinggi di Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana Bali, yvang membawahi Program Studi Fisioterapi dan
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut.

4. Peserta didik adalah mahasiswa/mahasiswi Program Studi Fisioterapi
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali.

5. Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan adalah Praktek Klinik/Praktek
Kerja Lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan
instruktur khnik.

6. Kurikulum yang berlaku di Institusi adalah tolak ukur kemampuan
yang harus dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan jurusan Fiaioterapi
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali.
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PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah penvelenggaraan praktek
khmlk /praktek kerja lapangan Fisioterapl di PIHAK PERTAMA bagi peserta
didikk PIHAK KEDUA.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk saling meningkatkan peran dan fungsi PARA PIHAK dalam
menjalankan tugas pokok sesuail tujuan yang telah ditetapkan dengan
dasar saling menguntungkan.

2. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam
menerapkan ilmu pengetahuan vang diperoleh di Program Studi
Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA :

a, Menentukan besar biava praktek yang dibebankan pada peserta
didik vaitu Ep. 40.000 per har per mahasiswa.

b. Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas PIHAK PERTAMA
vang tusak akibat kelalaian/kecerobohan yang disebablkan oleh
peserta didik vang dibebankan kepada peserta didik.

c. Menentukan jumlah peserta didik sesuai dengan kapasitas.

d. Memberikan teguran apabila peserta didik tidak mematuhi
peraturan vang ada.
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e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan,

f. PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA
berkaitan dengan pelatihan vang telah diberikan dengan biava
sesual standar PIHAK PERTAMA,

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
a. Menvediakan sarana/fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik
sesuai sarana yang ada di PIHAK PERTAMA.
. Menyediakan Instruktur Klinik.
- Memberi bimbingan dan pengarahan kepada peserta didik.
- Mengawasi kegiatan Praktek Klinik.
- Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada

I = T S =

peserta didik yang indisipliner.

f. Mengatur dan  mengkoordinasikan pelaksanaan  prakiek
klinik/praktek kerja lapangan sesuai jadwal vang telah diterima
oleh PIHAK KEDUA,

g Memberikan laporan penilaian terhadap hasil kegiatan praktek
klinik/praktek kerja lapangan mahasiswa setiap akhir periode.

h. Memberikan sertifikat kepada PIHAK KEDUA, berkaitan dengan
pelatihan yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA dan diikuti oleh
peserta praktek klinik.

3. Hak PIHAK KEDUA :
a. Memperoleh kesempatan dan kemudahan dalam prakiek
klinik/praktek kerja lapangan sesuai kurikulum.,
b. Memanfaatkan sarana/fasilitas untuk keperluan prakiek klinik
peseria didik sesuai sarana vang ada di PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak 1 __
Paral Pihak 2 h



c. Menentukan sanksi kepada peserta didik sesuai ketentuan yang
berlaku di Institusi pendidikan.

d. Mendapat bimbingan dari Instruktur klinik.

e. Mendapatkan sertifikat pelatihan berkaitan dengan pelatihan vang
diadakan oleh PIHAK PERTAMA dan diikuti peserta praktek klinik.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib vang berlaku di PIHAK
PFERTAMA,

b. Mengajukan Program praktek klinik kepada PIHAK PERTAMA setiap
Tahun Ajaran.

c. Mengatur pengiriman peserta didik sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK.

d. Memberi pengarahan pada peserta didik tentang hal-hal yang boleh
dilakukan sesuai dengan kompetensi vang harus dicapai.

e. Membayar biaya praktek klinik sesuai taril yang berlaku di PIHAK
PERTAMA.

PABAL 5
PELAEKSANAAN EEGIATAN

I. Regiatan praktek klinik di PIHAK PERTAMA dikelola oleh instalasi
Pendidikan dan Pelatihan.

2. Seuap awal tahun akademik baru, PIHAK KEDUA mengajukan
program Praktek Klinik secara tertulis
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. Instruktur Klinik/lapangan yang berasal dari PIHAK PERTAMA
ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama FPIHAK
PERTAMA, sedangkan dan luar PIHAK PERTAMA harus diketahui dan
disetujul Direktur FIHAK PERTAMA.

. Penempatan peserta didik praktek klinik disesuaikan dengan
kompetensi peserta didik.

. Ujian praktek merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dan kegiatan
praktek.

. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan konfirmasi tertulis  PIHAK
PERTAMA,

PASAL 6
PEMBIAYAAN

. Biaya pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini sepenuhnya menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA,

. Braya vang dibayarkan sebesar Rp.40,000,-/mahasiswa/han selama
jangka waktu Prakick Kerja Lapangan dan dibayar melalui kasir
Rumah Sakit Roval Progress.

. Biaya registrasi pelatihan yang berhubungan dengan syarat akreditasi
rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, vang
besaran biayanya adalah Rp.50,000,-/mahasiswa/ pelatihan.

. Biaya untuk pembimbing lapangan ditanggung PTHAK KEDUA sebesar
Rp. 250.000,- /mahasiswa /semester,
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PABAL 7
TATA CARA PEMBAYARAN

Biaya praktek dibayarkan secara tunai 5 hari kerja sebelum har pertama
praktek di mulai atau setelah dana dan PIHAE KEDUA terealisasi
berdasarkan tagihan Rumah Sakit Royal Progress.

PASAL 8
JANGEKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020

2, Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA
PIHAK dengan syarat-syaral ketentuan yang sama dan atau diubah
atas kesempatan PARA PIHAK.

3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui
selambat — lambamya 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama
ini berakhir.

PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN EERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama dapat berakhir atas permintaan tertulis salah
satu pihak dengan mengemukakan alasan vang jelas dengan
memberitahukan terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

sebelumnya.
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. Pemutusan Perjanjian kerjasama scbelum masa berakhimya
Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sewaktu-waktu sebagai akibat
salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
perjanjian kerjasama.

. Pengakhiran Perjanjian kerjasama dengan alasan apapun tidak
membebaskan PARA PIHAK dalam hal penvelesaian kewajiban masing.
masing kepada pihak lain,

PABAL 10
PFENYELESAIAN PERSELISTHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua
belah pihak dalam pelaksanaan kerjasama ni akan diselesaikan
secarda musyawarah dan mufakat.

. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase/Kementerian
Republik Indonesia.

. Bilamana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana maka akan
diselesaikan sesuail dengan hukum vang berlaku.

PASAL 11

PENUTUP

. Hal-hal teknis vang belum ditentukan atau memeriukan penvelesaian
lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK vang akan
dituangkan ke dalam suatu Addendum yvang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan perjanjian kerjasama mi.

. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian
kerjasama im harue disepakati teriehih dahulu oleh PARA PIHAK,
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Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangan oleh PARA PIHAK di
Jakarta pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2
(dua) bhermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

VENE SHIMA,

PIHAK PERTAMA,

Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT (K)},
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> RUMAH SAKIT

7 UNIVERSITAS UDAYANA

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS UDAYANA BALI
DENGAN
FARULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

TENTANG
PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
& PELAYANAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT
Nomor : 001.Af/UN14.6/HEK /2019
Nomor : 08/UN14.2.2/KS/2019
Nomer : HK.03.01/XIV.4.3.1/0I57 /2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan
Belas, [2-1-2019) kami yang bertanda tangan dibawah ni :

1. Dr.dr. Dewa Putu Gde Purwa Samatra, 8p.5{K): Dircktur Rumah Sakit
Universitas Udavana, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor
1017/UN14/KP/2017 tertanggal 29 Desember 2017 dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Unversitas Udayana vang
berkedudukan di JI. Rumah Sakit Universitas Udayana No. 1 Jimbaran,

. Badung Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

2. Dr.dr. 1 Ketut Suyasa, SpB. Sp.OT(K): Drkan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor
707 /UN14/KP/2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang berkedudukan di J1. P.B.
Sudirman Denpasar, selanjutnva disebut sebagai PIHAK KEDUA.

3. dr. I Wayan Sudana, M.Kes: Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat
Sanglah Denpasar, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Rl
Nomor: KP.03.01/Menkes/321 /2016 tertanggal 15 Juni 2016 dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah
Denpasar vang berkedudukan di J1. Diponegoro Denpasar, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, FIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut
PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pendidikan
dan pelatihan, pelayvanan, penelitian serta pengabdian masyarakat dengan
ketentuan dan svarat-svarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di

bawah ma1 :
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Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4431);

o

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Rl Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Salat (Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5072);

5. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikanTinggi
{Lembaran Negara Rl Tahun 2012 Nomor 158, TambahanlLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5336;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
(Lembaran Negara Rl Tahun 2013Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5434);

7. Peraturan Pemerintah No. 512 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Praktik Kedokteran

8. Peraturan Pemerintah No, 4 Tahun 2014 tentang Penvelenggaraan
PendidikanTinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1636/Menkes/Per/XIl/2005
tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pusat S8anglah Denpasar
Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;

10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1676/Menkes/Per/XIl/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah

Denpasar;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 775/Menkes/Per/IV/2011
tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 13 Tahun
2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang;

13. Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Rl dan Menteri
Kesehatan Rl Nomor 2/V/PB/2013 dan Nomor 38 Tahun 2013 tentang
Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeni;
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14. Peraturan Menteri Riset, Teknologl, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30
Tahun 2016, tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Bernta
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 748;

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18
Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Bernta
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.02 /2018 tentang Standar
Biava Masukan Tahun Anggaran 2019 [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 511):

17. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor: 1243/MENKES/SK/VIIl/2005
tentang Penetapan 13 (tigabelas) Eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan
(Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT] Departemen Kesehatan
dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

18, Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan llmu Pengetahuan Nomor 104
Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo,
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

19, Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1012/Menkes/SKI/IX /2007
tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;

20. Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 441/KMK.05/2011 tentang
Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah vang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

21, Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor: HK.02.02/MENKES/559/2016
tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagai
Rumah Sakit Pendidilkan;

22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/390/2014
tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;

23. Keputusan Menteri Risct, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 367 /M/KPT.KP/2017, tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Udavana Periode Tahun 2017-2021;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
pendidikan, peneliian dan pengabdian masyarakat di Rumah Salkit
Pendidikan Tinggi Negeri Universitas Udayana Bali, sebagai Rumah Sakit
Jejaring bagi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
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Pasal 3
RUANG LINGEUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan
kegiatan bersama meliputi bidang-hidang :

(1)

(2)

(1)

a. Bantuan tenaga ahli/professional di bidang kesehatan,
b. Pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik Fakultas Kedokteran

Universitas Udayana di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.
Lokakarya, seminar dan kegiatan tlmiah lainnya di PIHAK PERTAMA dan
FIHAK KETIGA.

Penelitian dan pengembangan pelayanan keschatan di PIHAK PERTAMA
dan FIHAK KETIGA.

Pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan-kegiatan lain atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai tujuan
kerjasama ini.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

PIHMAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bertanggung jawab terhadap

pengembangan kemampuan sumber dava manusia PIHAK PERTAMA
dalam pelaksanaan pendidikan.

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap :
a. Kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan peserta didik PIHAK
KEDUA vang dilaksanakan di rumah sakit PIHAK PERTAMA,
b. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang
diserahkan kepada PIHAR PERTAMA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

HAK PIHAK PERTAMA :

a. Memperoleh dan menggunakan tenaga peserta didik PIHAK KEDUA
vang ditugaskan dalam mengikuti proses pendidikan, pelayanan,
penelitian serta pengabdian masyarakat di rumah sakit PIHAK
PERTAMA sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah
Sakit.

b. Mendapat kelengkapan dokumen peserta didik yang akan bertugas di
PIHAK PERTAMA seperti: surat tugas untuk peserta didik Koas, dan
Surat Tanda Registrasi, Surat [jin Praktik, Surat keterangan
kompetensi dari Koordinator Program Studi untuk peserta didik
Program Pendidikan Dokter Spesialis 1.

c. Mengatur peserta didik yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA dan
PIHAK KETIGA sesuai peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

d. Mendapatkan kontribusi dana pendidikan sesuai dengan Beban Kerja
Dosen.

Pibak 1 1.
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(2) KEWAJIBAN PIHAK FERTAMA :

a. Memberi kesempatan peserta didik PIHAK KEDUA untuk memperoleh
pengalaman praktek lapangan dan atau praktek klinik sesuai aturan
vang berlaku baik di ruang rawat jalan, ruang rawat inap, IRD, ruang
intensif dan ruang operasi PIHAK PERTAMA.

b. Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan sesuai dengan
perkembangan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan
dan kebutuhan masvarakat,

c. Memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran dan/atau
kesehatan lainnya.

d. Menyediakan supervisi/pembimbing dan pendidik yang memadai bagi
pencapaian kompetensi peserta didik.

e, Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik, tenaga
pembimbing, pendidik dan penilaian yang dikirim oleh PIHAK KEDUA
dan PIHAK KETIGA.

f. Memberikan laporan secara rutin kepada PIHAK KEDUA dan FIHAK
KETIGA terkait lingkup kegiatan ini.

{3) HAEK PIHAK KEDUA :
a. Mendapatkan fasilitas untuk pendidikan, pelayanan, penelitian serta
pengahdian masvarakat pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.
b. Mendapatkan pembimbing/supervisi yang memadai bagl pencapaian
kompetensi peserta didik.
c. Mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi peserta didik.

(4] KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

a. Mengirim peserta didik untuk melaksanakan pendidikan, pelayanan,
penelitian serta pengabdian masyarakat di PIHAK PERTAMA dan
PiHAK KETIGA.

b, Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di PIHAK PERTAMA dan
FIHAK KETIGA.

e. Melakukan penelitian untuk pengembangan pelayanan kesehatan di
FIHAK PERTAMA dan PFIHAK KETIGA.

d. Mentaati semua peraturan dan ketentuan vang berlaka di PIHAR
FERTAMA dan PIHAK KETIGA.

e. Menanggung pembiayaan kegiatan proses pendidikan dan pelatihan,
pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat yang
dilaksanakan oleh peserta didik seluruh Program Studi Sarjana (S1)
PIHAK KEDUA di tempat PIHAK PERTAMA.

(5] HAK PIHAK KETIGA :

a. Mendapatkan Informasi terkait perencanaan pelaksanaan dan
evaluasi kegiatan peserta didik di PIHAK PERTAMA melalui PIHAK
KEDUA.

b. Mendapat laporan secara rutin dari PIHAK PERTAMA terkait lingkup
kegiatan ini melalui PIHAK KEDUA.
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(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

a.

(3) H

A,
b.
c.

4 K

Memberi kesempatan peserta didik PTHAK KEDUA untuk memperoleh
pengalaman praktek lapangan dan atau praktek klinik sesuai aturan
vang berlaku baik di ruang rawat jalan, ruang rawat inap, IRD, ruang
intensif dan ruang operasi PIHAK PERTAMA.

Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan sesual dengan
perkembangan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan
dan kebutuhan masyarakat.

. Memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran dan/atau

kesehatan lamnnva.

Menyediakan supervigi/pembimbing dan pendidik yang memadai bagi
pencapaian kompetensi peserta didik.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik, tenaga
pembimbing, pendidik dan penilaian yang dikirim oleh PIHAK KEDUA
dan PIHAK KETIGA.

Memberikan laporan secara rutin kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KETIGA terkait lingkup kegiatan ini.

AK PIHAK KEDUA :

Mendapatkan fasilitas untuk pendidikan, pelayanan, penelitian serta
pengabdian masyarakat pada FIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.
Mendapatkan pembimbing/supervisi vang memadai bagi pencapaian
kompetensi peserta didik.

Mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi peserta didik.

EWAJIBAN FIHAK KEDUA :

a. Mengirim peserta didik untuk melaksanakan pendidikan, pelayanan,

penelitian serta pengabdian masyarakat di PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KETIOA.

b, Meningkatkan mutu pelavanan kesehatan di PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KETIGA.

¢, Melakukan penclitian untuk pengembangan pelayanan kesehatan di
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.

d. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KETIGA.

e. Menanggung pembiavaan kegiatan proses pendidikan dan pelanhan,
pelayanan, penelitan serta pengabdian masyarakat yang
dilaksanakan oleh peserta didik seluruh Program Studi Sarpana [31)
PIHAK KEDUA di tempat PIHAK PERTAMA.

5] HAK PIHAK KETIGA :

a. Mendapatkan Informasi terkait perencanaan pelaksanaan dan
evaluasi kegiatan peserta didik di PIHAK PERTAMA melalui PIHAK
KEDUA.

b. Mendapat laporan secara rutin dari PIHAK PERTAMA terkait hingkup
kegiatan ini melalui PIHAK KEDUA.
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(2) KEWAJIBAN FIHAR PERTAMA :

a. Memberi kesempatan peserta didik PIHAK KEDUA untuk memperoleh
pengalaman prakiek lapangan dan atau praktek klinik sesuai aturan
yvang berlaku baik di ruang rawat jalan, ruang rawat inap, IRD, ruang
intensil dan ruang operasi PIHAK PERTAMA.

b. Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan sesuai dengan
perkembangan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan
dan kebutuhan masyvarakat.

c. Memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran dan/atau
kesehatan lainnya.

d. Menyediakan supervisi/pembimbing dan pendidik yang memadai bagi
pencapaian kompetensi peserta didik.

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik, tenaga
pembimbing, pendidik dan penilaian yang dikirim oleh PIHAK KEDUA
dan PIHAK KETIGA.

. Memberikan laporan secara rutin kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KETIGA terkait lingkup kegiatan ini.

(3) HAK PIHAK KEDUA :
a. Mendapatkan fasilitas untuk pendidikan, pelayvanan, penelitian serta
pengabdian masyarakat pada PIHAK PERTAMA dan FIHAK KETIGA.
b. Mendapatkan pembimbing/supervisi yang memadal bagi pencapaian
kompetensi peserta didik,
¢. Mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi peserta didik.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

a. Mengirim peserta didik untuk melaksanakan pendidikan, pelayanan,
penelitian serta pengabdian masyarakat di PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KETIGA.

b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KETIGA.

¢, Melakukan penelitian untuk pengembangan pelayanan keschatan di
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.

d. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KETIGA.

e. Menanggung pembiavaan kegiatan proses pendidikan dan pelatihan,
pelayanan, penelittan serta pengabdian masyarakat vang
dilaksanakan oleh peserta didik seluruh Program Studi Sarjana (S1)
PIHAK KEDUA di tempat PIHAK PERTAMA.

[5) HAK PIHAK KETIGA :

a. Mendapatkan Informasi terkait perencanaan pelaksanaan dan
evaluasi kegiatan peserta didik di PIHAK PERTAMA melalui PIHAK
KEDUA,

b. Mendapat laporan secara rutin dari PIHAK PERTAMA terkait lingkup
keglatan ini melalui PIHAK KEDUA.
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Pimak I

Pihak 3 .‘



(&)

17]

(1)

(2)

(3)

(4)

(3]

(&)

(1)

(2)

KEWAJIBAN PIHAK KETICA :

a. Memberi kesempatan untuk peserta didik PIHAK KEDUA dalam
memberi pelayanan kesehatan baik di ruang rawat jalan, ruang rawat
inap, IRD, ruang intensif dan ruang operasi ditempat PIHAK KETIGA,

b. Melakukan monitoring dan evaluasi tenaga pembimbing,/ pengajar vang
ditugaskan ditempat PIHAK PERTAMA:

¢. Menyiapkan tenaga bimbingan melalui koordinasi dengan PIHAK
PERTAMA;

d. Melakukan koordinasi dalam pemenuhan fasilitas melalui kesepakatan
bersama dengan PIHAK PERTAMA;

¢, Sebagai Rumah Sakit rujukan dari PIHAK PERTAMA.

FARA FIHAK secara bersama-sama mengatur pola rotasi dan bimbingan
kepada peserta didik PIHAK KEDUA sesuai denpan kapasitas rumah
sakit.

Pasal 6
PESERTA DIDIK

Peserta didik PIHAK KEDUA adalah mahasiswa profesi dokter, mahasiswa
profesi kesehatan lainnya dan mahasiswa PPDS-1.

Peserta  didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum
melaksanakan kegiatan di PIHAK PERTAMA wajib mengikuti orientasi
vang diselenggarakan oleh pihak PIHAK PERTAMA.

Jumlah peserta didik profesi dokter dan pendidikan tenaga kesehatan
lainnyva yang bhisa diterima untuk mengikuti pendidikan disesuaikan
dengan jumlah tenaga pendidik dan pembimbing.

Jumlah peserta didik yang bisa diterima PIHAK PERTAMA untuk
mengikuti PPDS-1 disesuaikan dengan jumilah tenaga pendidik dan
pembimbing.

Kewenangan peserta didik ditentukan sesuai dengan tingkat kompetensi
vang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Hak, kewajiban serta kewenangan semua peserta didik PIHAK KEDUA
dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan,
penelitian serta pengabdian masyarakat di tempat PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KETIGA diatur secara tersendir di dalam Buku Pedoman / Fanduan
Program pendidikan masing-masing pihak.

Pasal T
PENDANAAN

Semua pendanaan untuk keglatan pendidikan, pelatihan dan penelitian
oleh peserta didik PIHAK KEDUA, vang dilakukan di rumah sakit PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KETIGA ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai
dengan perjanjian kerjasama vang telah disepakati dan peraturan yang
berlaku.

Tenaga pendidik dan/atau pembimbing PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KETIGA mendapatkan jasa pelayanan yang besarannya diatur sesuai
dengan peraturan yvang berlaku di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.
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PARA PIHAK bersepakat bahwa peserta Mahasiswa PPDS-1 tidak
menerima jasa pelavanan dan tidak dikenakan kontribusi biava
pendidikan,

Pasal 8
PENELITIAN

PARA PIHAK dapat melakukan peneliban secara sendiri-sendiri atau
bersama dan masing-masing pihak dapat menjadi peneliti utama dengan
menggunakan materi dari pihak-pihak terkait dalam kerjasama ini, demi
kepentingan peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan.

Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kedokteran dan kesehatan

lain, PARA PIHAK bertugas :

a  Melaksanakan penelitian translasional/dan arau penelitian di bidang
ilmu dan teknologi kedokteran dan kesehatan lainva.

b. Menilai, menapis dan/fatau mengadopsi teknologi kedokteran
spesialistik- subspesialistik dan/atau, serta teknologi kesehatan
lainnyva.

. Mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialistik-
subspesialistik dan /atau serta spesialistik lainnya.

d. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan
pendidikan kedokteran, dan kesehatan lainnva.

Penelitian hidang kedokteran, dan kesehatan lain dilakukan PARA PIHAK

dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Hasil penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain yang dilakukan di

PIHAK PERTAMA dideseminasikan kepada PIHAK KETIGA.

Pasal 9
SARANA DAN PRASARANA

PIHAK KEDUA akan memberikan bantuan bahan, peralatan dan
perlengkapan yang diperlukan untuk kelancaran pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA akan menyediakan fasilitas pembelajaran yang meliputi
ruang Bakordik, ruang peserta didik, ruang kuliah, ruang diskusi, ruang
skill lab dan perpustakaan.

Semua peralatan dan perlengkapan baik medis maupun non medis milik
PIHAK KEDUA vang telah dan akan diserahkan atau ditempatkan pada
PIHAK PERTAMA akan dimanfaatkan bersama dan penyerahan atau
penempatannya harus sepengetahuan dan seijin PIHAK PERTAMA.
Penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada avat 3
pasal i dilakukan setelah alih status inventanis dari PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA.

Pemeliharaan barang yang masih digunakan dalam proses pendidikan,
pelayanan dan penelitian pada PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab
PIHAK PERTAMA.

iy
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Pasal 10
KETENAGAAN

(1] PIHAK PERTAMA dapat menggunakan tenaga PIHAK KEDUA dan
memohon tenaga PIHAK KETIGA untuk membantu pelaksanaan
pelayanan medis disamping melaksanakan tugas pendidikan dan
penelitian sesuai dengan standar kompetensi vang ditentukan.

(2) PIHAK KEDUA dapat menggunakan tenaga medis PIHAK PERTAMA untuk
membangun kelancaran kegiatan pendidikan bagi peserta didik PIHAK
KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b.

(3) Kriteria kompetensi dan tata cara penentuan tenaga pembimbing,
pendidik dan penilai di PIHAK PERTAMA ditentukan oleh PIHAK KEDUA
dengan surat keputusan bersama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK
PERTAMA,

(4} Untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelavanan,
penelitian serta pengabdian masvarakat, PIHAK KEDUA melaksanakan
penvegaran kepada tenaga pendidik dan/atau tenags pembimbing PIHAK
PERTAMA terutama dalam proses belajar mengajar.

(3} Dalam memberi pelayanan Kepada masyarakat serta menunjang kegiatan
lainnya, tenaga FIHAK KEDUA harus mentaati dan mematuhi segala
peraturan yang ada di tempat FIHAK PERTAMA.

(6] Tenaga yang diperlukan agar direncanakan bersama oleh PARA PIHAK
dan diatur berdasarkan musyawarah untuk mufalkat.

Pasal 11
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

(1} Untuk kelancaran proses manajemen dan administrasi pendidikan di
PIHAK PERTAMA dibentuk Bakordik,

(2) Bakordik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan
Keputusan PIHAK PERTAMA,

(3] Bakordik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas yvang
diatur dalam Keputusan PIHAK PERTAMA.

Pasal 12
HERJA SAMA DENGAN PIHAK LAINNYA

Bahwa di dalam perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak
lainnya yang terkait dengan pendidikan, pelatihan, penelitian serta
pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA vang
menyangkut kepentingan pihak lain dapat dilaksanakan atas pengetahuan
dar PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam kerjasama ini.

Pasal 13
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Untuk pelaksanaan kerjasama ini selanjutnya diatur dalam petunjuk
operasional pelaksanaan kerjasama vyang akan disusun kemudian
berdasarkan keputusan bersama antara PARA PIHAK.
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Pasal 14
TANGGUNG JAWAB HUKUM

Setiap tindakan medis yang dilakukan eoleh peserta didik kepada pasien di
PIHAK PERTAMA harus dibawah bimbingan dan pengawasan
pembimbing.

Apabila peserta didik melakukan kesalahan tindakan dalam
melaksanakan tindakan medik sebagaimana vang dimaksud pada ayat
(1) pasal ini maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pembimbing.
Apabila peserta didik melakukan kesalahan tindakan dalam
melaksanakan tindakan medik tanpa mengikuti arahan pembimbing dan
tidak sesuai prosedur medis yang berlaku pada FIHAK PERTAMA maka
hal tersebut menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan,

Pasal 15
JANGEA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK,

Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai
dengan kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 16
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak karena pihak lain gagal
memenuhi ketentuan dalam kerjasama ini dengan berbagai alasan harus
diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya yaitu 3 (tiga) bulan
sebelum pemutusan petjanjian ind,

Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian kerjasama
karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut harus memberitahukan
kepada pihak lainnya 6 [enam| bulan sebelum pemutusan.

Untuk mengatasi kesulitan vang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini
dilakukan secara musyawarah,

Pasal 17
KEADAAN MEMAKSA

Keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam
perjanjian ini tidak dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh
suatu keadaan memaksa ([force majeure) dengan ketentuan bahwa pihak
tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangl atau
menghilangkan keadaan memaksa tersebut,
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Pasal 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul
darifatau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA
PIHAK akan menyvelesaikan perselisihan tersebut secara musyvawarah
untuk mencapai mufakat,

(3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah,
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan
hukum yvang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Pengadilan Negeri
Denpasar.

Pasal 19
LAIN - LAIN

. (1) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal vang belum tercakup dalam
perjanjian ini maka akan diatur dalam addendum atas dasar persetujuan
PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa addendum tersebut tidak boleh
bertentangan dengan isi perjanjian ini.
(2] Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DAN
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 25/UN 14.2.2/KS/2019 (PIHAK PERTAMA)
NOMOR : HK.03.01/XIV.4.3.1/18861/2019 (PIHAK KEDUA)
NOMOR : 068/5214/RSD/2019 (PIHAK KETIGA)
TENTANG

PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
PELAYANAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT DI
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT RSD MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Dua Mei tahun Dua Ribu Sembilan
Belas (22-5-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. dr. | Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.0T (K)
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana yang berkedudukan di JI.PB. Sudirman Denpasar uniuk
salanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. dr. | Wayan Sudana, M.Kes
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat
Sanglah Denpasar yang berkedudukan di Jalan Diponegore Denpasar,
untuk sefanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



3. dr. | Nyoman Gunarta, M.P.H
Direktur Rurmah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah Mangusada
Kabupaten Badung sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk
Fakultas Kedokieran Universitas Udayana yang berkedudukan JI. Raya
Kapal, Mengwi, Badung-Bali, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama
ini disebut sebagal PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjuinya disebut
PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang
pendidikan dan pelatihan, pelayanan. penelitian serta pengabdian masyarakat
dengan ketentuan dan syarat-syaral sebagaimana tercantum dalam pasal-
pasal di bawah ini:

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membina
hubungan kelembagaan PARA PIHAK dibidang pendidikan dan pelatihan,
pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat, member pempelajaran
kiinik yang memadal bagi peseria didik, meningkatkan kualitas pelayanan
serla keselamatan pasien.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Untuk mencapai fujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan

kegiatan bersama meliputi:

a. Bantuan tenaga ahlf/profesional dibidang kesehatan untuk kegiatan
pendidikan, pelayanan dan penelitian;

b. Pendidikan, pelatihan dan penelitian bagi pesera didik kedokteran dan
tenaga kesehatan lain;

¢ Lokakarya, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya;

d Peneiitian dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasie rumah sakil
di PIHAK KETIGA,
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e. Pengabdian masyarakat,
f Koordinasi PARA PIHAK melalui organisasi koordinasi pendidikan di
masing-masing insttus:

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

(1) Pengaturan Dosen
a PARA PIHAK memiliki tanggung jawab bersama untuk pengaturan
dosen dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan,
pelayanan, peneliian serla pengabdian masyarakat ditempat PIHAK

KETIGA

b. Dosen yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf (a) meliputi :

1) Dosen pendidik untuk peseria didik kedokteran yang berada pada
PIHAK PERTAMA. Dokter Pendidik Klinik untuk peseria didik
kedokteran yang berada pada PIHAK KETIGA;

2) Clinical Teacher (CT) untuk peseria didik kesehatan lain yang
berada pada PIHAK PERTAMA dan Clinical instructure (C1) untuk
peseria didik kesehatan lain pada PIHAK KETIGA

(2) Proses Pendidikan
a. Proses pendidikan kiink di RSD Mangusada dilaksanakan melalui
beberapa tahapan kegiatan meliput

1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menginmkan sural
penghadapan peserta didik ke PIHAK KETIGA;

2) PIHAK KETIGA melslui Direktur RSD Mangusada memberikan
disposisi kepada ketua Tim Kordik RSD Mangusada untuk
menindakianjuti sural tersebut;

3) Peserta didik yang akan melakukan Pendidikan di RSD Mangusada
di hari pertama waijib melangkapi administrasi untuk keperluan arsip
di Tim Kordik, mediputi :

a) Foto berwarna 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar,

b) Data diri : Nama, NIM/NIS, Tempat tgl lahir, Copy yazah.
serifikat pelatihan wajib, sertifikat orientasi sebelumnya (jika
ada), dan SIPP dan STR (kKhusus PPDS-1);
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c) Pelaksanaan onentas:
Orientasi di RSD Mangusada dilaksanakan selama 1 (satu) har
pada periode awal peserta didik melaksanakan proses
pendidikan, origntasi yang dilakukan meliputi
- Orientasi Umum
+ Profil RSD Mangusada;
v Tata Tertib,
¥ Penyegaran maten pelatihan wajib (Program Mutu dan
Keselamatan Pasien, Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi, Keselamatan penggunean obat, Keselamatan
Pasien, Bantuan Hidup Dasar, KK3RS)

- Onentasi Khusus

* Organisasi dan Tata Ruang,

v Fasilitas-fasilitas dan peralatan yang tersedia;

¥ Tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya dalam
menjalankan praktik klinik,

¥ Aturan-aturan yang berlaku di ruangan tersebut,

¥ Peran bagian/ KSM dalam pelaksanaan praktik klinik;

v Standar Elik Profesi dalam pelaksanaan prakiek:

v Aspek legal peran dan kewenangan peserta didik dalam
pelaksanaan asuhan pasien;

v Model asuhan di RSD Mangusada Kabupaten Badung;

* Hak Pasien dan Keluarga

- Orientas: Lapangan
Peserta didik digjak untuk pengenalan unil / ruangan yang
ada di RSD Mangusada (Hospital Tour)

4) Pre test dan post test peserta didik;

5) Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kkiinik peserta didik sesual
dengan jadwal yang telah disusun oleh dokter pendidik kiinik untuk
Pendidikan kedokteran serta clinical instructure untuk Pendidikan
nakes lain;
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6) Kegiatan Pandidikan klinis peserta didik dilakukan dengan
menggunakan metode sebagai berkul |
4. Metode Pencapaian Kompetensi Pesena didik = inferactive
Leclures, Leaming in Small Groups, Bedside teaching,
Ambulatory Care Teaching, In the Community

b. Materi Pendidikan HKlinis : Anamnesis, Pemenksaan,
Diagnosis, Terapi, Follow Up Pasien dan tindakam
kegawardaruratan

c. Tahap Pelatihan : Foffow Up Pasien, Pengajaran Satu Menil,
Bed-Side Teaching (BST), Laporan Kasus (Case Repor),
Referat dan Journal

7) Seluruh kegiatan peserta didik, dokier pendidik klinik ataupun
clinical instructure wajib mengisi log book sebagai bukb
pelaksanaan proses Pendidikan berjalan dengan baik.

8) Pada akhir kegiatan, peserta didik mengumpulkan log book ke Tim
Kordik untuk pengesahan sekaligus mengisi lembar umpan balik
dan kelengkapan administrasi lainya;

9) Tim Kordik mengadakan pertemuan dengan dokter pendidik klinik
atau cfinical instructure manentukan nilai dan peserta didik;

10)Peserta didik kembali ke PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA,

11)Tim kordik membuat laporan proses Pendidikan selama di R3D
Mangusada, dan melaporkannya kepada Direkiur RSD Mangusada
setiap akhir kegiatan, Setiap Bulan, Trwulan, Tahunan.

. Proses pendidikan klinik dilaksanskan berdasarkan FPedoman

Pendidikan Kedokieran dan Pedoman pendidikan tenaga kesehatan

lain yang beriaku;

. Dalam proses pendidikan klinik dilaksanakan supervisi berjenjang oleh

Dokter Pendidik Klinik dan Clinical Instruciure sesuai dengan ketentuan

yang berlaku,

Supervisi yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf (b} meliput

1) Supervisi tinggi kemampuan asesmen peserta didik belum sahih
sehingga keputusan dalam membuat diagnosis dan rencana
asuhan harus dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan
(DPJP) untuk kedokteran dan Petugas Pemberi Asuhan {PPA)
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untuk lenaga professional kesshatan lain. Begitu pula tindakan
medis dan operatif hanya boleh dilakukan cleh DPJP, Pencatatan
pada berkas rekam medis harus dilakukan oleh DPJP untuk
kedokteran dan Petugas Pemben Asuhan (PPA) untuk tenaga
professional kesehatan lain;

Program Pendidikan kedokieran dan tenaga kesehatan lain
seluruhnya masuk dalam kategon supervisi tinggi.

2) Supervisi moderat tinggi: kemampuan asesmen peserta didik sudah
dianggap sahih, namun kemampuan membuat keputusan belum
sahih sehingga rencana asuhan yang dibuat peseria ddik harus
disupervisi oleh DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat
dikerjakan olah peserta didik dengan supervisi langsung (onsite)
oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis cleh peserta didik
diverifikasi dan divalidasi cleh DPJFP,

3} Supervisi moderat: kemampuan melakukan asesmen sudah sahih,
tetapi kemampuan membuat keputusan belum sahih sehingga
keputusan rencana asuhan harus mendapat persetujuan DFJP,
kecuali pada kasus gawst darural. Tindakan medis dan operatif
dapal dilaksanakan oleh peserta didik dengan supervisi tidak
langsung oleh DPJP (dilaporkan setelah pelaksanaan). Pencatatan
pada berkas rekam medis cleh peserta didik dengan verifikasi dan
validasi oleh DPJP.

4) Supervisi rendah: kemampuan asesmen dan kemampuan membual
keputusan sudah sahih sehingga dapat membuat diagnosis dan
rencana asuhan, namun karena belum mempunyai legitimasi tetap
harus melapor kepada DPJP. Tindakan medis dan operatil dapal
dilakukan dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP

& Dalsm proses pendidikan, peserta didik yang terlibat dalam pelayanan
pasien harus bertindak sesual dengan Hak, Kewajiban dan
weweanangnya meliputi |

1)  Peserta didik kedokteran
a) PPDS-1
i Kewenangan melakukan tindakan medis untuk Program
Pendidikan Dokter Spesialis 1 dalam membenkan
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pelayanan medis sesual dengan kewenangan klinis
sebagaimana tercantum pada serfifikat kompetensi yang
diterbitkan oleh Koordinator Program Studi masing-masing
bagian di FK Unud/RSUP Sanglah Denpasar dan telah
dilakukan wverfikasi oleh RSD Mangusada Kabupaten
Badung melalui komite medik atau delegasinya (sub
komite kredensialing/Kelompok Staf Medis (KSM)) sera
telah diberikan Surat Penugasan Klinis cleh Direktur RSD
Mangusada Kabupaten Badung Residen (Program
Pendidikan Dokter Spesialis 1) idak dapat menjadi DFJP,
tetapl Residen dengan Level Kompetensi Biru memiliki
wewenang sebagai supervisor peserta didik dokter muda
Penulisan rekam medis pasien sesuai dengan ketentuan
yang beriaku di RSD Mangusada Kabupaten Badung dan
sesual dengan kompetensinya atas
perintah/pendelegasian dari Dokter Penanggung Jawab
Pelayanan (DPJP)isupervisor dengan ketentuan tetap
diverifikasi oleh DPJP

Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 dapat melakukan
transcription yaitu menulis resep sesuai dengan instruks
dan DPJP.

by Profesi Dokter

i

Pelaksanaan keterampilan klinis dokter muda sesuai level
4A Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun
2012, dimana Level 4A adalah kompetensi yang harus
dicapai untuk lulus pendidikan dokter. Kompetensi dokter
muda (Level 4A) terdin dan kemampuan mendiagnosis,
melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas

Pelaksanaan ketarampilan klinis dokter muda sesuai level
44 Standar Kompetensi Dokter Indoneswa (SKDI) tahun
2012, dimana Level 4A adalah kompetensi yang harus
dicapal untuk lulus pendidikan dokter Kompetensi dokter
muda (Level 4A) terdin dari kemampuan mendiagnosig,
melakukan penatalaksanaan secara mandin dan tunias
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2} Peserta didik Tenaga Kesehsatan Lain
Batasan kewenangan peseria didik dalam pengisian rekam medis
sebagail benkut:
a) Peserta didik hanya diperkenankan membaca rekam medis
b} Peserta didik tidak  diperkenankan menulis [/
mendokumentasikan sesuatu pada rekam medis
c) Peserta didik hanya boleh memanfaatkan rekam medis
sebagai kasus dan data penunjang
d) Peserta didik wajib menjaga kerahasiaan isi rekam medis

(3) Sarana Prasarana
Sarana prasarana pendidikan merupakan tanggung jewab bersama
PARA PIHAK meliputi:
a. Sarana dan prasarana pendidikan komponen bergerak diantaranya:
1) Kslengkapan ruang pembelajaran;
2) Kealengkapan ruang diskusi;
3) Kelengkapan ruang perpustakaan;
4) Alat-alat kedokteran,
5) Phantom;
&) Sistem informasi RS;
7y Teknologi Informasi,
8) Sistemn dokumentasi,
3) Kelengkapan skill lab;
10} Kelengkapan audio visual
b. Sarana dan prasarana pendidikan komponen tidak bergerak menjadi
tanggung jawab PIHAK KETIGA diantaranya:
1) Gedung.
2} Ruang Jaga;
3) Ruang Perpustakaan,
4) Ruang praktik:
5) Ruang Pertemuan

Pemberian sarana prasarana dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
kepada PIHAK KETIGA dapat dilakukan dengan cara hibanh setelah
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PIHAK KETIGA mengusulkan permohonan bantuan dan PARA PIHAK

menyatujuinya.

Penjaminan mutu pendidikan, pelayanan dan penelitian

a) Peserla didik dalam menjalankan proses pendidikan, pelayanan dan
penelitian di RSD mangusada Kab. Badung dilibatkan dalam proses
peningkatan mutu dan keselamatan pasien

b) Keterlibatan peserta didik dalam proses peningkatan mutu dan
keselamatan pasien menyesuaikan dengan indikator mulu yang
berlaku di RSD Mangusada Kab. Badung

¢} Kegiatan mutu peserta didik di RSD Mangusada Kab Badung
dimonitoring dan di evaluasi oleh pendidik klinis bersama tim Kordik
selama pericde pendidikan di RSD Mangusada Kab. Badung

d} Hasil monitoring mutu peserta didik dilaporkan kepada Tim Kordik dan
diteruskan ke Komite PMKP R3D Mangusada setiap bulan sekali
serta mengirim tembusan kepada PIHAK | dan PIHAK Il setiap tiga
bulan sekali

Pasal 4
PENGORGANISASIAN

(1) Dalam rangka melaksanakan koordinas! yang efektif terhadap seluruh
proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan, dibentuk Komite
Koordinasi Pendidkan di PIHAK KEDUA dan Tim Koordinasi
Pendidikan di PIHAK KETIGA.

(2) Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk oleh Direkiur Rumah Sakit Pendidikan Utama (FIHAK
KEDUA) bersama institusi pendidikan (PIHAK PERTAMA) dan
bartanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama.

{3) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk oleh Direktur Rumah Sakil Pendidikan Satelt (PIHAK
KETIGA) bersama institusi pendidikan dan (PIHAK PERTAMA)
bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan Satelit.

(4) Komite Koordinasi Pendidikan dan Tim Koordinasi Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit fungsional dan
berkedudukan di rumah sakit pendidikan.

Pihak 1 ﬂ
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(5) Komunikasi PARA PIHAK dilakukan melalui .

a. PIHAK PERTAMA
Bagian : Pendidikan dan Kerjasama FK Universitas Udayana
Telepon 0361 —=222510 (Ext: 30T)
Email . unitkerjasamatk@unud. co.id

b. PIHAK KEDUA
Bagian : Pendidikan dan penelitan RSUP Sanglah Denpasar
Telepon : 0361 ( 227911 - 227915) (Bxt : 317)
Email . sanglah.dikit@gmail com

c. PIHAK KETIGA
Bagian - Tim Kordik RSD Mangusada
Telepon : 0361 —4427218 (Ext :1135)
Email . komkordik. mangusada@amail.com

(&) Rapat — Rapat
Rapat-rapat yang dilakukan dalam rangka koordinasi Pendidikan oleh
PARA PIHAK dilakukan melalui :
a Rapat Rutin

1)

2}

3)

Rapat Pimpinan dari PIHAK PERTAMA

Rapat ini dilaksanakan setiap bulan sekali bertempat di Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana, membahas mengenal proses
Pendidikan yang berlangsung di bulan berjalan, waktu
peryelenggarsan rapat menyesuaikan dengan situasi dan
kondisi yang ada, rapat dipimpin oleh Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana.

Rapat Tahunan PIHAK KEDUA,

Rapat ini dilaksanakan setiap tahun sekali berttempat di PIHAK
KEDUA Bagian Diklit. membahas mengenai proses Pendidikan
yang berlangsung selama 1 (satu) tahun, wakiu
penyelenggaraan rapat di awal tahun berkutnya, rapat dipimpin
oleh Ketua Komkordik FK UNUD/ RSUP Sanglah

Rapat Semesteran PIHAK KETIGA:

Rapat ini dilaksanakan sefiap semester berempal di PIHAK
KETIGA, membahas mengenai proses Pendidikan yang

Fihak L fﬂ
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berlangsung di smester berjalan, waktu penyelenggaraan rapat
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. rapat
dipimpin oleh Ketua Tim Kordik RSD Mangusada,

4} Rapat Tahunan PIHAK KETIGA;
Rapat inl dilaksanakan setiap tahun sakall bertempat di PIHAK
KETIGA membahas mengenai proses Pendidikan yang
bertangsung selama 1 (satu) tahun, waktu penyelenggaraan
rapat di awal tahun berikutnya, rapat dipimpin oleh Direktur RSD
Mangusada.

b. Rapsat Insidental

Dilaksanakan sewaklu-wakiu apabila ada masalah yang perlu

segera dibahas atau diselesaikan, waktu, materi, peserta rapat dan

tempat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 5
PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Jeris dan Rasio
Rasio perbandingan pambimbing dengan peserta didik untuk peserta didik
kedokteran (PSPD) 1:5, PPDS-1 rasio 1:3 dan tenaga kesehatan lain
denganrasic 1: 7.
Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan peserta didik :
a Program Studi Pendidikan Dokter jenjang profesi dokter;
b. Program Studi Pendidikan Dokter Gigi jenjang pendidikan profesi
dokier gigi,
¢. Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (PPDS-1) meliputi -
1) PPDS-1 Obgyn,
2) PPDS-1 Penyakit Dalam,
3) PPDS-1 Bedah;
4) PPDS-1 Orthopaedi dan Traumatologi;
5) PPDS-1 Anestes:
&) PPDS-1 Radiologi,
7) PPDS-1 THT-KL;
8) PPDS-1 Patologi Klinik,
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g9} PPDS 1 Patologi Anatomi;

Jika dikemudian harn ada penambahan peserta didik PPDS 1 di KSM

lainnya, maka dapat diterima atas kesepakatan PARA PIHAK.
d. Program Studi limu Keperawatan jenjang profesi ners;
g. Program Studi Profesi Fisioterapi
f Program Studi Kesahatan Masyarakat

(3) Vanasi Kasus
Penerimaan peserta didik disesuaikan dengan jumlah dan variasl kasus
yang ada di PIHAK KETIGA.
Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian, seria
pengabdian masyarakat,

b Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di tempat
PIHAK KETIGA: dan

& Membiayai pelaksanaan program pengembangan pendidikan peserta
didik di PIHAK KETIGA tidak termasuk untuk Peserta Didik Program
Pendidikan Dokter Spesialis 1

d. Mengirimkan perencanaan dan kelengkapan dokumen pesera didik
yang akan bertugas di PIHAK KETIGA seperti: surat pengantar untuk
peserta didik kedokteran, dan Surat Tanda Registrasi, Surat ljin Praktik
Pendidikan, Surat keterangan kompetensi dan Ketua Program Studi
untuk peserta didik Program Pendidikan Dokier Spesialis 1 kepada
PIHAK KETIGA;

e Mengatur penginman peserta didik ke PIHAK KETIGA melalul
koordinasi dengan PIHAK KEDUA.

{2) Hak PIHAK PERTAMA:

a. Memanfaatkan fasilitas dan Bahan Habis Pakai (BHP) yang tersadia
untuk pendidikan dan pelatihan, pelayanan, peneliian dan pengabdian
masyarakst bagi peseria didik di PIHAK KETIGA.

b. Mendapatkan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelayanan,
penelitian serla pengabdian masyarakat dari PIHAK KETIGA.

Pikhuak 1 ﬂ
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(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:
Bersama PIHAK PERTAMA melakukan supervisi yang memadai kepada
peserta didik.

{4) Hak PIHAK KEDUA:

Mendapatkan informasi terkait perencanaan pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan peseria didik di PIHAK KETIGA.

(5) Kewajiban PIHAK KETIGA:

a. Menyiapkan fasilitas peralatan dan Bahan Habis Pakai (BHP)
pendidikan bidang kedokteran, kedokleran gigi, dan kesehatan lain;

b. Memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran,
kedoktersn gigi dan/ atau kesehatan lain

¢. Menyiapkan tenaga pembimbing/pengajar;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik;

e Memberikan laporan secara rutin kepada PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA terkait lingkup kegiatan ini

{6) Hak PIHAK KETIGA:

a. Menenma peserta didik untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan
pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain
sésuai dengan daya tampung rumah sakit pendidikan PIHAK KETIGA.

b. Menerima kontribus: dana pendidikan dan PIHAK PERTAMA.

c. Mendapat perencanaan dan kelengkapan dokumen paserta didik yang
akan bertugas di PIHAK KETIGA seperti: surat pengantar untuk
peserta didik kedokteran, dan Surat Tanda Registrasi, Surat ljin Praktik
Pendidikan, Sural keterangan kompetensi dari Ketua Program Studi
untuk peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis 1,

d. Mengatur peserta didik yang dikiimkan oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA sasuai peraturan yang barlaku di PIHAK KETIGA.

PARA PIHAK secara bersama-sama mangsatur pola rotasi dan bimbingan
kepada peserta didik PIHAK PERTAMA demi peningkatan kualitas
pendidikan dan pelayanan serta kesslamatan pasian.

Pih:kl:ﬁ
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Pasal 7
PENDANAAN

(1) Seluruh konsekuensi pembiayaan yang ftmbul akibat Perjanjian

Kerjgsama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, kecuali peserta didik
PPDS - 1 hal ini dikarenakan PIHAK KETIGA juga mempunyal kewajiban
untuk membayar insentf PPDS-1. Adanya kewajiban antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KETIGA mengenai pembiayaan disepakati bahwa
PIHAK PERTAMA tidak perlu membayarkan biaya pendidikan PPDS-1
dan PIHAK KETIGA tidak periu membayarkan insentif PPDS-1.
Tarif Biaya Pendidikan RSD Mangusada Kabupaten Badung mengacu
pada Sural Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Badung Mangusada Nomaor 1248 Tahun 2017 Tentang Penggantian Atas
Kaputusan Direktur Nomor 713 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan
Baru Pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung dengan
tarif sebagai berikut :

No Jenis Pelayanan Tarnif
Jasa Jasa Total
Sarana Pelayanan (Rp)
(Rp) (Rp)
1 51 Umum
a. Orientasi 18,000 12,000 30,000
b. Praktik/iorang/bulan 75,000 75.000 150,000
¢ Ujian/ 1x ujian/orang 65,000 55,000 120,000
Jumilah 300,000
2 351 Keperawatan
a. Orientasi 18,000 12,000 30,000
b. Praktic/orang/bulan 75,000 75,000 150,000
c. Ujian/ 1x ujianforang 65,000 55.000 120,000
Jumlah 300,000
3  Profesi Ners
a. Onentasi 18,000 12,000 30,000
b. Praktikforang/bulan 80,000 75,000 155,000
Pikak 1 ,l'"
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¢ Ujian/ 1% ujianforang 65,000 55,000 120,000

Jumlah 305,000
4 Crokter Muda (co-ass)
a. Onentasiforang/minggu 18,000 12,000 30,000
b. Praktiklorang/minggu 80,000 75,000 155,000
¢ Ujian/1x upan/orang 65,000 55,000 120,000
Jumiah 305,000
5 SZ/Residen
a. Orentasiforang/minggu 18,000 12,000 30,000
b. Praktikiorang/minggu 110,000 110,000 220.000
c. Ujian/1x ujian/orang 80,000 80,000 160,000
Jumliah 410,000
6 Kegatan lainnya
a. Tutorial untuk pendidikan 25,000 225,000 250,000
dokter muda (Co
Ass)/kelompok bimbingan

11 orang pembimbing
b. Asistensi untuk pendidikan 100,000 225,000 325,000
residen/siklus (minimal 2
minggu)
c. Pendampingan untuk
pandidikan dokter muda
(Co Ass) kelompok/1 25,000 75,000 100,000

orang pendamping

(2) Pembayaran jasa pelayanan pendidikan dibayarkan sefiap € (enam) bulan
sekali melalui rekening sah RSD Mangusada.

Pasal 8
PENELITIAN

(1) Peneliian kedokteran, kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lain
dilakukan dalam rangka pengembangan bidang kesehstan dan
perumahsakitan;

Pihak 1 ...
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(2) Penelitian kedokteran, kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lain
dilakukan oleh peserta didik kedokteran, tenaga kesehatan professional
lain, peserta magang, dan atau peserta didik bersama-sama dengan staf
rumah sakit di instansi PIHAK KETIGA,

{3) Penelitian yang dilakukan dengan manusia dan rekam medis sebagal
obyek penelitian wajib mendapatkan ethical clearance yang dikeluarkan
oleh Komite Etik dan Penelitian di instansi PIHAK KEDUA atau PIHAK
KETIGA:

(4) Bimbingan peseria didik dalam meiaksanakan penelitian menjad| tanggung
jiawab PARA PIHAK dengan PIHAK PERTAMA sebagal pembimbing
utama,

(5) Hasil peneltian digunskan sebagai bahan pengembangan bidang
kesehatan dan perumahsakitan PARA PIHAK,

Pasal 9
REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

(1) Rekruitmen Dosen dan Tenaga Pendidikan dalam perjanjian kerasama ini
dilaksanakan melalui alur rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan
sebagai berikut :

a. Alur rekrutmen tenaga dokter pendidik klinis program pendidikan
profesi dokter adalah;

1) Kepala KEM membuat usulan nama-nama dokter yang sudah
memenuhi persyaratan untuk dijadikan dokter pendidik klinis
program pendidikan profesi dokter ke Tim Kordik Rumah Sakit
Daerah Mangusada Kabupaten Badung, syarat yang dimaksud
maliputi -

a) Dokter spesialis yang ahli dalam bidangnya,

b) Dokter Pendidik Klinis ditunjuk dengan SK Direkiur tentang
Penugasan Dokter Pendidik Klinis dan diangkat menjadi Dosen
Luar pada FK UNUD dengan SK Rektor Universitas Udayana,

c) Mampu membimbing sesuai bidang iimunya;

d) Memiliki sertifikat Clinical Teacher/TOT/PEKERTI pendidik klinis
~SUpEervisor,
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@) Telah memiliki Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi,
Surat ljin Prakiek dan Surat Penugasan Klinis yang masih
berlaku di RSD Mangusada Kabupaten Badung

Tim Kordik Rumah Sakit Daersh Mangusada Kabupaten Badung

menerima usulan tersebut dan kemudian meneruskan usulan

tersebut ke Direktur;

Direktur Rumah Sakit Dasrah Mangusada Kabupaien Badung

mengajukan nama-nama calon dokter pandidik klinis ke Komkordik

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar,

Komkordik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar

melakukan kajian terhadap usulan fersebut dan kemudian digjukan

ke Direksi Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar untuk
mendapat rekomendasi:

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum

Pusat Sanglah Denpasar diteruskan ke Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Udayana Denpasar untuk mendapat rekomendasi

Rekomendasi yang dikeluarkan Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Udayana Denpasar diteruskan ke Rektor Universitas

Udayana untuk penerbitan SK Dokter Pendidik Klinis.

. Alur rekrutmen dokter pendidik klinis sebagai dokter pendidik klinis
program pendidikan dokter spesialis 1 adalan:

1)

Kepala KSM membuat usulan nama-nama dokter yang sudah
memenuhi persyaratan untuk dijadikan dokter pendidik klinis
Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) Tim Kordik
Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, syarat yang
dimaksud maliputi

a} Sebagai pembimbing

- Dokter spesialis yang @&hli dalam bidangnya dengan
pengalaman kera minimal 2 tahun,

- Dokter Pendidik Klinis ditunjuk dengan SK Direkiur tentang
Penugasan Dokter Pendidik Klinis dan diangkat menjadi
Dosen Luar pada FK UNUD dengan SK Rektor Universitas
Udayana,
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Memilki serifikal Clinical Teacherd TOT/PEKERT! pendidik
klinis =supervisor;

Telah mamiliki Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi,
Surat ljin Praktek dan Surat Penugasan Kiires yang masih
berlaku di RSD Mangusada Kabupaten Badung;

Mampu mengawasi dan membimbing peserta program studi
pendidikan dokier spesialis 1 dalam melaksanakan kegiatan
pambeaiajaran

b) Sebagai pendidik

Dokter spesialis yang ahli dalam bidangnya dengan
pengalaman kerja minimal 5 tahun ;

Dokter Pendidik Klinis ditunjuk dengan SK Direklur tentang
Penugasan Dokter Pendidik Klinis dan diangkat menjadi
Dosen Luar pada FK UNUD dengan SK Rektor Universitas
Lidayana,

Memiliki sertifikat Clinical TeachedTOT pendidik klinis -
SUPErisor,

Telah memiliki: Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi,
Surat ljin Praktek dan Surat Penugasan Klinis yang masih
beraku di RSD Mangusada Kabupaten Badung,

Mampu melaksanakan fungsi sebagai pembimbing dan
bertanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang
fimiah,

Sebagai penilai

Dokter Sub spesialis yang shii dalam bidangnya atau Dokter
Spesialis dengan pengalaman sebagai pendidik selama 3
tahun;

Dokter Pendidik Klinis ditunjuk dengan SK Direktur tentang
Penugasan Dokter Pendidik Klinis dan diangkat menjadi
Dosen Luar pada FK UNUD dengan SK Rektor Universitas
Udayana’

Mampu membimbing sesual bidang ilmunya

Pehak 1 f

Pehak 2 - s
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- Memiiki sertiflkat Chnical TeacherTOT/PEKERTI pendidik
klinis —supearvisor;

- Telah memiliki Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi,
Surat ljin Praktek dan Surat Penugasan Klinis yang masih
beraku di RSD Mangusada Kabupaten Badung,

- Mempunyai wewenang melakukan penilaian.

Tim Kordik Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung
menenma usulan tersebut dan kemudian meneruskan usulan
tersebut ke Diraktur,

Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung
mengajukan nama-nama calon dokter pendidik klinis PPDS-1 ke
Komkordik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
Komkordik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar
melakukan kajian terhadap usulan tersebut dan kemudian diajukan
ke Direksi Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar unfuk
mendapat rekomendasi;

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum
Pusal Sanglah Denpasar diteruskan ke Dekan Fakultas Kedckleran
Universitas Udayana Denpasar untuk mendapat rekomendasi.
Rekomendas: yang dikeluarkan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana Denpasar diteruskan ke Rektor Universitas
Udayana untuk penerbtan SK Dokier Pendidik Kinis PPDS-1
dengan kualifikasi sebagal pembimbing, pendidik dan penila.

. Alur rekrutmen clinical instructure program pendidikan tenaga
kesehatan professional lain adalah:

1)

2)

Kepala ruangan / unit membuat usulan nama-nama lenaga pendidik
yang sudah memenuhi persyaratan uniuk dijadikan clinical
instructure ke Tim Kordik Rumah Sakit Daerah Mangusada
Kabupaten Badung,

Tim Kordik Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung
menenma usulan tersebut dan kemudian meneruskan usulan ke
Direktur RSD Mangusada;

Pihak 1 .f

Pihak 2 .
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3) Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung
mengajukan nama-nama calon clinical instructure ke  Tim
KordikRumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;

4) Tim KerdikRumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar melakukan
kajian terhadap usulan tersebut dan kemudian diajukan ke Direksi
Rumah 3akit Umum Pusat Sanglah Denpasar untuk mendapai
resomendasi;

3) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum
Pusat Sanglah Denpasar diteruskan ke Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana Denpasar untuk kelengkapan
dalam pembuatan SK clinical instructure;

B) Rekomendasi yang dkeluarkan Dekan Fakultas Kedokleran
Universitas Udayana Denpasar diteruskan ke Rektor Universitas
Udayana untuk penerbitan SK ciinical instructure,

{2) Supervisor Dokter Pendidik Klinikk dan Supervisor Clinical Instructure
Tenaga Kesehatan Lain
Supervisor dan dokter pendidik klinis ini berasal dari unsur institusi
pendidikan, rumah sakit pendidikan utama dan RSD Mangusada
Kabupaten Badung Supervisor dokter pendidik klinis mempunyai
wewenang, tanggung jawab, kewajiban dan hak sebagai berkut;
a. Wewenang Supervisor Pendidik Klinis
1) Memanggil pendidik klinis, tim kordik atau peserta didik dalam
pelaksanaan kegiatan supervisi,
£} Memberikan rekcmendasi kepada pimpinan instansi dalam hal ini
Direktur rumah sakit, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana dalam penyelenggaraan sistem  penyelenggara
pelayanan, pendidikan, dan penelitan di Rumah Sakit Daerah
Mangusada Kabupaten Badung.
b. Tanggung Jawab Supervisor Pendidik Klinis
1) Melaksanakan fungsi pengendalian  dan pENgawasan
penye@nggaraan pendidikan klinis di RSD Mangusada Kabupaten
Badung dalam rangka pencapaian peningkatan mutu dan
keselamatan pasien.

Pihak 1 ,ﬁ

Pihak 2 |
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2} Melaksanaksan fungsi supervisi dan bimbingan rutin minimal setahun
2 (dua) kali terhadap pendidik klinis, tim kordik dan peserta didik.

c. Kewajiban Supervisor Pendidik Klinis
1) Supervisor wajib menila: proses | penilaian formatif) serta memberi
feedback { umpan balik) kepada dokter pendidik klinis, tim kordik
dan peserta didik.
2) Supervisor wajib menyerahkan lembar hasil supervisi kepada tim
Kordik,
d. Hak Supervisor Pendidik Kiinis
Memperoleh insentif kinerja atas pelaksansan supervisi dalam
pelaksanaan tugas supenvisor.
(3) Seluruh Dosen dan Tenage kependidikan terdaftar dalam daftar nama
Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah diketahul oleh PARA
PIHAK

Pasal 10
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Dalam perjanjian kerjasama ini proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan,
peneliian seria pengabdian masyarakat dilakukan cleh PARA PIHAK dan
jika bekerjasama dengan pihak lain harus atas kesepakatan semua pihak dan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
TANGGUNG JAWAEB HUKUM

{1) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang
berkattan dengan tujuan keriasama ini sesuai dengan ruang lingkup
perjanjian sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,

(2) PIHAK KETIGA bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh peserta didik sepanjang sesuai dengan batas kewenangan

Pihak 1 ! f
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yang diijinkan dan peraturan yang berlaku, meliputi peraturan intemal
PIHAK KETIGA serfa peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya suatu
peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak
dapat terlaksananya perjanjian ini, sepert terjadinya bencana alam, huru
hara, banjir, perang, kebakaran dan |ain sebagainya yang dibuktikan
melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

i2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa sesual ketentuan ayat (1) ,
maka pihak lasinya dengan melampiri surat pemyataan tertulis pihak
berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) han terhitung mulai
ferjadinya pernstiwa fersebut.

{3} Apabila peristiwa keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1)
berlangsung secara terus-menerus, sehingga melebihi jangka waktu 30
(tiga puluh) han , maka PARA PIHAK sapakat untuk meninjau kembali
perjanjian kerjasama ini

Pasal 13
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Ketentuan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan pedoman penyelenggaraan
Pendidikan kedokteran yang telah disepakali bersama oleh PIHAK | dan
PIHAK |l dan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 14
JANGKA WAKTU KERJASAMA

(1) Penanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
tanggal dua puluh dua Mei tahun dua rbu sembilan belas (22-5-2019)
sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dusa ribu dua puluh
empat (22-5-2024);
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(2) Perjanfian kerjasama ini dapal diparpanjang atau diperbaharui sesuai
dengan kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir dengan surat
pemberitahuan tertulis.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

{1} Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

(2} Dalam hal tenadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang fimbul
darfatau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA
PIHAK akan menyelesaikan persefisihan tersebut secara musyawarah
untuk mencapai mufakat

(3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawsrah,
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan
hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Panitera Pengadilan
Meger Denpasar.

Pasal 16
LAIMN-LAIM

Apabila kemudian hari terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian
i, maka akan diatur dalam addendum atas dasar persetujuan PARA PIHAK
dengan ketentuan bahwa addendum tersebut tidak boleh bertentangan
dengan 1si perjanjian

Pikbak 1 ﬂ
Pihak 2 ; ..
Pihak 3 ; 4:’
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Demikianlah, Parjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli masing-masing
sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
EUMAH SAKIT UMUM dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA BALI
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN [LMU BEDAH DAN
PELAYANAN KESEHATAN ANESTESIOLOGI DAN REANIMAS!
DI RUMAH SAKIT UMUM dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUERKA

NOMOR : RSUD.445/PSDM.PKS/ 15/2019
NOMOR : 59/UN14.2.2/KS /2019

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu
Sembilan Belas, kami vang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama . dr. Yosep Kopong Daten
Jabatan » Direktur RSUD dr, Hendrikus Fernandez Larantuka
Alamat » Jl. Jenderal Sudirman - Sarotar Tengah-Kec, Larantuka

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Hendnkus
Fernandez Larantuka yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,5p.0OT (K)
Jabatan . Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana-Bali
Alamat . JI. P.B Sudirman, Denpasar - Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana-Bali yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PFIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, bersepakat melakukan kerja sama dalam memberikan
pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan Bedah dan
Anestesiologi dan Reanimasi di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
dengan ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1
DASAR PERTIMBANGAN

1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini membutuhkan adanya pelayanan
kesehatan khususnya pelayanan kesehatan spesialis/residen senior
Bedah dan Anestesiologl dan reanimasi.
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PIHAK KEDUA bersedia memberikan pelayanan kesehatan khususnya
pelayanan  spesialis/residen senior Bedah dan Anestesiologi dan
Reanimasi di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diselenggarakan perjanjian kerja sama ini adalah saling
mendukung dalam membina hubungan kelembagsan antara PARA
PIHAK dalam bidang pelayanan kesehatan dengan melibatkan peserta
Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPD3 [} Bedah dan Anestesiologl
dan Reanimasi guna meningkatkan mutu pelavanan kesehatan Bedah
dan Anestesiologi dan Reanimasi di RSUD dr. Hendrikus Fernandesz
Larantuka.

2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:

a] Memberikan kesempatan kepada peserta PPDS 1 Bedah dan
Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana Bali untuk mendapatkan pengalaman dokter spesialis di
RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

bl Mengembangkan jenis pelayanan kesshatan di RSUD dr. Hendrikus
Fermandez Larantuka, dan

¢] Meningkatkan pelayanan kedokteran pada umumnya dan khususnya
di bidang pelayanan spesialis Bedeh dan Anestesiclogi dan Reanimasi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pelayvanan spesialistik
Bedah dan Anestesiologi dan Reanimasi oleh dokter atau residen senior
Bedah dan Anestesiologi dan Reanimasi di RSUD dr.Hendrikus Fernandez
Larantuka.

1)

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN
Hak PIHAK FERTAMA :

8] Mendapatkan dokter atau residen senior Bedah dan Anestesiologi dan
Reanimasi untuk menjamin kesinambungan pelayanan spesialis
Bedah dan Anestesiologi dan Reanimasi di RSUD dr. Hendrikus
Fernandez Larantuka.
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b)

Mendayagunakan dekter atau residen senior Bedah dan Anestesiologi
dan Reanimasi untuk meningkatkan pelayvanan spesialis Bedah dan
Anestesiologi dan Reanimasi di RSUD dr. Hendrikus Fernandez
Larantuka dalam melayani masyvarakat di Kabupaten Flores Timur.

Menerima dan mengelola semua penerimaan atau pelavanan medis
vang diakibatkan perjanjian kerja sama ini, dalam hal ini di waldili
oleh Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

Hak PIHAK KEDUA :

al

by

c)

d}

e

Mendapat surat ijin praktek [SIP] dari pemerintah Kabupaten Flores
Timur atas nama residen senior Bedah dan Anestesiologi dan
Reanimasi vang bertugas pada RSUD dr. Hendrikus Fernandesz
Larantuka, dengan ketentuan sudah memenuhi persyaratan
Penerbitan Surat ljin Praktek (SIP) di Kabupaten Flores Timur,

Menggunakan sarana dan prasarana yang disiapkan oleh PIHAK
PERTAMA dalam menyvelenggarakan pelayanan spesialistik Bedah dan
Aanestesiologi dan Reanimasi i RSUD dr. Hendrikus Fernandez
Larantuka.

Menerima biaya atas penvelenggaraan pelayanan spesialistik Bedah
dan Anestesiologi dan Reanimasi di RSUD dr. Hendrikus Fernandez
Larantuka dalam hal ini diwakili oleh dokter atau residen senior
Bedah dan Anestesiologi dan Reanimasi yvang dikiim ke RSUD dr.
Hendrkus Fernandez Larantula.

Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi
keselamatan residen senior vang bertugas di RSUD dr. Hendrikus
Fernandez Larantulka.

Memperoleh dana pergantian biaya tiket pesawat kelas ekonomi pergi
dan pulang Denpasar — Larantuka, akomodasi, konsumsi dan uang
saku bagi 1 |satu) orang staf senior Anestesiologi dan Reanimasi dan 1
{gatu) Tim Komkordik, 1 (satu) Tim Bagian Kerjasama dan 1 (satu) Tim
Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali yang akan
melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pada RSUD dr.
Hendrikus Fernandez Larantuka sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun
scsual biaya standar Kabupaten Flores Timur tahun 2020.

Mendapatkan jaminan Kesehatan bila dokter atau residen senior yang
bertugas di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka jatuh sakit dan
santunan kematian Mhila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
(besarnya sesuai aturan pemerintah atau anggaran yang tersedia
untuk itu).



3) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a) PIHAK PERTAMA akan mengurus Penerbitan Surat ljin Praktek (SIP)
kepada setiap residen senior Bedah dan Anestesiologi dan Reanimasi
vang bertugas pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

b) Memastikan keamanan kerja PIHAK KEDUA

c)] Menviapkan fasilitas pelayanan kesehatan vang diperlukan baik
peralatan maupun penunjang lainnya guna memperiancar pelayanan
di RSUD dr.Hendrikus Fernandez Larantuka baik rawat jalan maupun
rawat inap.

d) Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang bagi PIHAK KEDUA
yang akan memberikan pelayvanan di ESUD dr. Hendrikus Fernandez
Larantuka berupa:

II.
111,

Vi.

Tiket pesawat Denpasar — Larantuka dan biaya transportasi
darat bila keberangkatan via Maumere — Larantuka saat mulai
dan mengakhiri tugasnva diberikan paling lambat saat tugas
berakhir,

Rumah dinas dokter spesialis dan mobil dinas yang lavak

Ronsumsi dokter atau residen senior sebesar Rp. 3.000.000,- per
bulan (tiga juta rupiah) diberikan paling lambat setiap
pertengahan bulan,

mnsentif dokter atau residen senior sebesar Rp. 20.000.000, per
bulan (dua puluh juta rupiah), termasuk pph 15% untuk dokter
spesialis dan pph 5% untuk residen senior.

Menyediakan biaya Institusional Fee sebesar Rp. 10.000.000,-
ftahun belum termasuk pajak, yvang ditransfer langsung ke
Rekening Rektor atas nama Unit Usaha Fakultas Kedokteran, No.
Rek WVirtual Account: 9883334402030100, Bank BNl KCU
Denpasar, Jl. Gadjah Mada Nomor 30 Denpasar Bali dan setiap
bukti transfer agar dicopy dan diserahkan kepada bagian
keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana melalui fax :
0361-246656 /email unitkerjasamafkg@unud . ac.id.

Jasa medis diberikan dalam triwulan dengan pembayaran di
bulan keempat sesuai dengan ketentuan vang berlaku pada
RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

e| Ketentuan yang diatur dalam kewajiban PIHAK PERTAMA huruf d
romawi [, Il dan IV mulai berlaku pada tanggal 01 Januan 2020,
hingga berakhimya perjanjian kerja sama ini.



4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. PIHAK KEDUA menyiapkan dan mengirim dokter atau residen senior
Bedah 1 (satu) orang dan residen senior Anestesiologi dan Reanimasi |
\satu) orang vang diatur secara bergiliran dan berkesinambungan.

b. Menentukan dokter atau residen senior Bedah dan Anestesiologi dan
Reanimasi vang akan ditempatkan di RSUD dr. Hendrikus Fernandez
Larantuka sesuai kebutuhan rumah sakit akan pelavanan medik
spesialistik antara lain :

I. Dokter spesialis/residen senior Bedah menjalankan tugas selama
2 (dua) bulan,

[I. Dokter spesialis/residen senior Anestesiologi dan Reanimasi
menjalankan tugas selama 1 [satu) bulan.

¢. Dokter spesialis/residen senjor Bedah dan Anestesiologi dan
Reanimasi fidak boleh meninggalkan tugas sebelum jangka waktu
pergantian dilakukan atau sebelum dokter spesialis/residen pengganti
tiba di RSUD dr Hendrikus Fernandez Larantuka.

d. Mentaati semua peraturan yvang berlaku di RSUD dr. Hendrikus
Fernandez Larantuka.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini di
bebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
JANGEA WAKTU

Jangka waktu perjanjisn kefja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal O1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
dan akan diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA
Perjanjian kerja sama ini berakhir karena:
a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini; dan
b. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK,
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Pasal &
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Keadaan memaksa (force majeurs] adalah suatu kejadian vang terjadi
diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan
menyebabkan PIHAK vang mengalami tidak dapat melaksanakan atau
terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannva dalam perjanjian kerja
sama ini. Keadaan memaksa (force majeure| tersebut meliputi bencana
alam, banjir, wabah, perang yang dinyatakan maupun yang tidak
dinyatakan, pemberontakan huru-hara, pemogokan umum, kebakaran
dan kebijaksanaan pemerintah vang berpengaruh secara langsung
pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Dalam hal terjiadinya peristiwa force majeure, maka PIHAK vang
terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut sleh
PTHAK lainnya.

PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanva
peristiwa force majeure tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling
lambat 7 (tujuh] hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa force
majeure yang dikuatkan oleh Surat keterangan dari Pejabat yang
berwenang yang menerangkan adanya peristiwa force majeure tersebut.

PIHAR wang terkena force majeure wajib mengupayakan untuk
melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja
sama ini segera setelah peristiwa force majeure.

Apabila peristiwa force majeure berlangsung terus hingga melebihi atau
diduga oleh PIHAK vang mengalami force majeure berlangsung terus
hingga melebihi jangka waktu 30 {tiga puluh) hari kalender, maka PARA
PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian kerja
sarna ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi sengketa berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja
sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara
musyawarah dan mufakat.

Apabila penyelesaian secara musyvawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} tdak tercapai maka PARA PIHAK sepakat menverahkan
penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

Mengenai perjanjian kerja sama dan segala akibatnva, PARA PIHAK
memilih kediaman hukum atau domigili hukum yang tetap dan umum di
Kantor Pengadilan Negeri Larantula.



Pasal 10

PENUTUP

1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur
dalam perjanjian kerja sama tambahan/addendum atau kesepalkatan
dari masing-masing pihak dan merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

2] Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-
masing bermeterai, sama bunyinva dan mempunyai kekuatan hukum
vang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK,

PIHAK PERTAMA, 7 LA KEDPA,

r. Yosep Kopong Daten

7‘1 i 7 Ketut Suyasa, Sp.B..8p.0T (K}
NIP. 126409181997031004



PERJANJIAN KERJA SAMA “

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT
DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

TENTANG
PELAYANAN HESEHATAN DI BIDANG SPESIALIS]I BEDAH, PENYAKIT
DALAM, OBSTETRI DAN GINEKOLOGI, DAN MATA DALAM RANGEA
KEMITRAAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA
SUMBAWA BARAT

Nomer : 019.2/13/PKS/RBUD/II/2019
Nomeor : 16/UN14.2.2/KS/2019

Berdasarkan kepada Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara Pemerintah
Daerah HKabupaten Sumbawa Barat dengan Universitas Udayvana Bali tentang
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Svifa" Sumbawa Barat Nomor
019.2/11/RSUD/I} 2019 dan Nomor : 20/UN14/KS/2019 tanggal 9 Mei 2019.

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jimbaran,
kami vang bertanda tangan di bawah ini ;

1. Dr. Carlof :  Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Asy-Syifa’ Sumbawa Barat,
berkedudukan di Jalan Lang Sesat
Tana Mira No. 6 Taliwang, kabupaten
Sumbawa Barat dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Rumah Sakit Umum Daerah Asy-—
Svifa' Sumbawa Barat, selanjutnya
dalam Perjanjian Kerja Sama ini
disebut PIHAK PERTAMA.
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2. Dr. dr. | Ketut Suyasa, Sp.B. Sp.OT (K) : Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udavana, berkedudukan
di Jalan P.B. Sudirman Denpasar,
bertindak untuk dan atas nama
Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana, selanjutnva dalam
Perjanjian Kerja Sama ini disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK
bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanpjan
Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah penguatan dan
peningkatan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa

Barat dalam penyelenggaraan pelayvanan kesehatan masyvarakat umumnya dan

pelayanan Spesialis Bedah, Penvakit Dalam, Obstetri dan Ginekologi dan Mata,

khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat.
2, Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah :

a Terpenuhi kebutuhen pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya dan
pelayanan Spesialisasi Bedah, Penvakit Dalam, Obstetri dan Ginekologi, dan
Mata di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-3yifa’ Sumbawa Barat melalui
penempatan tenaga klinik Residen Senior.

b. Penguatan sistem rujukan kesehatan masvarakat umumnya, dari Puskesmas
se - Kabupaten Sumbawa Barat dan pengembangan melalui Capacity
Building dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi para
dokter umum dan perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Asy - Syifa’

Sumbawa Barat.

Pasal 2
RUANG LINGEUP
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah kemitraan pengembangan
kapasitas dan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Asy - Svila’
Sumbawa Barat.
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Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK PERTAMA sebagai berilout :

1)

2

3|

4

Memperoleh hasil pelavanan penyakit Bedah, Penyakit Dalam, Obstetri
dan Ginekologi, dan Mata di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’
Sumbawa Barat;

Memperoleh laporan dari PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KEDUA telah
bertugas dan wajib membawa Surat Perintah Tugas (SPT) disertai Surat
ljin Praktek (SIP) vang telah diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumbawa Barat;

Memperoleh surat pernyataan dari PIHAK KEDUA bersedia tidak
meninggalkan pekerjaan keluar dari Kabupaten Sumbawa Barat sclama
menjalankan tugas;

Memperoleh |laporan kegiatan, saran dan tindak lanjut pelavanan dari
PIHAK KEDUA kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan mengetahui
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat;

Hal: PIHAK KEDUA sebagai berikut :
1.

Menunjuk tenaga Dokter Residen Senior Bedah, Penyakit Dalam, Obstetr
dan Ginekologi, dan Mata vang dikinm sesuai kompetensi serta
kemampuan untuk berinteraksi somial dan budava di masvarakat
sctempat, dengan teknis pelaksanaan kegiatan sebagai berikut ;

a. Untuk Residen Senior Bedah, Penyakit Dalam, Obstetri dan Ginekologi:

1] Masa tugas untuk setiap Residen Senior selama 2-3 bulan di
Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Svifa’ Sumbawa Barat.

2] Menunjuk 1 (satu) orang spesialis untuk melakukan supervisi serta
pembahasan rencana tindak lanjut dengan PIHAK PERTAMA sesuai
hasil monitoring dan evaluasi di lapangan.

3] Menunjuk 1 (satu] orang spesialis untuk melakukan pendampingan
tindakan medis on site bila diperlukan.

b. Untuk Residen Senior Mata :

1) Penempatan Residen Senior [lmu Keschatan Mata Tugas Belajar
(Tubel) Kementerian Kesehatan Rl selama 6 bulan atau penempatan
Residen Senior [lmu Kesehatan Mata selama 1 bulan dalam periode
2 bulan sekali.

2) Menunjuk seorang Spesialis Dokter Mata untuk melakukan
supervisi kegiatan operasi katarak selama 3 hari dengan jadwal
vang disepakati bersama PAEA PIHAIK.
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. Mendapatkan informasi dan data vang diperlukan untuk mensukseskan

program kerja, monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut;

. Mendapat Surat [jin Praktek (SIP) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Barat atas nama Residen Senior dan Dokter Spesialis Bedah, Penyakit
Dalam, Obstetri dan Ginekologi dan Mata yang bertugas pada Rumah
Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat, dengan ketentuan sudah
memenuhl persyaratan penerbitan Surat ljin Praktek (SIP) di Kabupaten
Sumbawa Barat;

- Memperoleh dana penggantian tiket pesawat kelas ekonomi (pulang-pergi)

Denpasar-Lombok dan tiket transportasi Lombok-Taliwang, akomodasi,
konsumsi dan uang saku bagi Tim Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana sesuai bidang kerja sama vang akan melakukan Visitasi,
Monitoring dan Evaluasi 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian
Rerja Sama ini berakhir pada Rumah 3Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’
Sumbawa Barat;

. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA melalui insentif atas nama

Fesiden Senior yang bertugas masing - masing sebesar Rp. 20.000.000
(dua puluh juta rupiah ) perbulan;

. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA untuk dokter spesialis

vang ditunjuk melakukan supervisi terdin dari biava transportasi,
akomodasi, makan minum dan uang harian sesuai standar vang berlaku
pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA untuk Dokter Spesialis

Bedah, Penyakit Dalam, dan Obstetri dan Ginekologi vang ditunjuk bila
diperlukan tindakan medik kepada pasien saat pendampingan {on site)
sesual tarif yang berlaku, sedangkan untuk Dokter Spesialis Mata
memperoleh pembayaran sebesar Rp, 5.000.000 {lima juta rupiah) per 10
pasien operasi katarak di luar transportasi dan akomodasi untuk 1 (satu)
orang Dokter Spesialis Mata;

Memperoleh biaya transportasi tiket pesawat kelas ekonomi (pulang-pergi)
dalam 1 periode masa tugas, biaya makan scbesar scbesar Rp. 3.000.000
(tiga juta rupiah) perbulan dan tempat tinggal selama bertugas di Rumah
Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barai untuk Residen Senior;
Memperoleh pembayaran [nstitusional Fee sebesar Rp.  10.000.000
(sepuluh juta rupiah) pertahun untuk Fakultas Kedokteran Universitas

Udayana Denpasar;
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10.

11.

Memperoleh fasilitas kendaraan dinas untuk kelancaran tugas di
Kabupaten Sumbawa Barat; dan

Memperoleh pembavaran jasa pelayanan sesuai Sistern Remunerasi yang
berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.

Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan menerbitkan Surat ljin

Praktek (SIF) kepada setiap Residen Senior vang bertugas pada Rumah
Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat,

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam Tahun Anggaran 2019
menganggarkan Insentif Daerah bagi Residen Senior sesuai isi Perjanjian
Kerja Sama ini;

Melakukan Pembayaran Insentif untuk PIHAK KEDUA berdasarkan
Standar Biaya Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019 vang
menetapkan tunjangan kelangkaan profesi bagi Residen Senior masing -
masaing sebesar Rp. 20.000.000 [dua puluh juta rupiah) perbulan.
Membiayal transportasi (pulang-pergi) dengan pesawat kelas ekonomi
sesual harga vang berlaku dan biaya makan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga
juta rupiah) perbulan bagi Residen Senier vang bertugas pada Rumah
Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat:

. Menyiapkan tempat tinggal dan transportasi untuk kelancaran tugas

Residen Senior selama bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’
Sumbawa Barat;

Melakukan pembayaran jasa medik sesuai Sistem Remunerasi vang di
tetapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’' Sumbawa Barat;

. Memberikan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi

keaelamatan Residen Senior selama bertugas di Rumah Sakit Umum
Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat;

Memberikan jaminan kesehatan bila Residen Senior yang bertugas di
Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat jatuh sakit dan
santunan kematian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (besarnya
sesual aturan pemerintah atau anggaran vang tersedia untuk itu};
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayvanan dari PIHAK KEDUA;
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10. Menyiapkan dana penggantian tiket pesawat kelas ekonomi (pulang-pergi)
Denpasar-Lombok dan tiket transportasi Lombok-Taliwang, akomodasi,
konsumsi dan uang saku bagi Tim Monev Fakultas Kedokteran Universitas
Udavana Denpasar vang akan melakukan visitasi atau supervisi sesuai
waktu yang telah disepakati dan sesual standar biaya Kabupaten
Sumbawa Barat;

11. Menyiapkan pembavaran kepada FIHAK KEDUA melalui insentif tindakan
medik vang dilakukan oleh masing-masing Dokter Spesialis sesuai Tarif
vang berlaku dan untuk Dokter Spesialis Mata sebesar Rp. 5.000,000 {lima
juta rupiah | untuk setiap 10 pasien operasi katarak yang dilakukan di
Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.

12. Menyiapkan dana insfitusional Fee sebesar Rp. 10.000.000 (gsepuluh juta
rupiah) per tahun yang dibayar melalui rekening : BNl KCU Denpasar, Jin.
CGajah Mada No.30 Denpasar, Nomor Rekening : 2909201260, RPL 037
Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran untuk Operasional
Penerimaan BLU, Virtual Acount-0883334402030100 atas nama unit
usaha FK dan setiap bukti transfer agar dicopy dan diserahkan kepada
bagian keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau melalui
fax : 0261-246656/ email unitherjasamafleaunud. ac.id

Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut :

I, Menyiapkan tenaga dokter Residen Senior yvang dikirim sesuai kompetensi
klinis dan kemampuan berinteraksi sosial dan budaya di masyvarakat
setempat, dengan ketentuan jadwal penempatan sebagaimana telah
disepakati dalam perjanian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada semua pasien sesuai area
kompetensi masing-masing sesuai dengan kebutuhan medis dan
standar pelavanan kesehatan vang berlaku;

b. Melakukan transfer ilmu melalui Capacity Building bagi para dokter
umum dan perawat;

¢. Memberkan laporan kegiatan kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik
mengetahuil Direkiur Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syvifa" Sumbawa
Barat sehingga adanya bukt serah terima tugas dar Dokter Residen
Senior yang bertugas scbelumnya kepada Dokter Residen Senior
selanjutnya, dan untuk evaluasi pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama

ini;
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d. Mengikuti program kegiatan yang ditetapkan oleh Komite Medik di
Rumah Sakit Umum Daergh Asy-Syifa’ Sumbawa Barat;

e Mendukung program skreditasi dan berperan alktif dalam implementasi
standar atau SPO vang berlaku.

2. Menyiapkan surat-surat untuk pembuatan Surat [jin Praktek (SIP) sesuai
persyaratan dan tata cara berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 2052 |/ MENKES / PER / X / 2011 dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut;

a. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Peserta (STR-P) vang diterbitkan dan
dilegalisasi asli oleh Kolegium Kedokteran Indonesia [KKI) sebanyak 2
{dua) lembar;

b. Pas Photo berwarna ukuran 4xb cm sebanyak 4 [empat] lembar dan 3x4
cm sebanvak 2 (dua) lembar;

¢. Fotocopy ljazah terakhir sebanyak 2 (lembar); dan

d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

3. Melaporkan din pada PIHAK PERTAMA dengan membawa Surat Perintah
Tugas (SPT) dan Surat Keterangan Kompetensi Klinis:

4. Bertanggung jawab terhadap kinerja perorangan yang dikinm sesuail
dengan Perjanjian Kerja Sama;

3. Memben laporan kepada PIHAK PERTAMA jika terjadi keterlambatan
pengiriman Residen Senior;

6. Bagl staf senior vang melakukan visitasi dan supervisi, wajib membawa
Surat Perjalanan Dinas (SPPD} dan Surat Tugas vang ditandatangani
Dekan Fakultas Kedokteran atau menyerahkan tket perjalanan kepada
PIHAK PERTAMA s=sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan
angegaran PIHAK PERTAMA; dan

7. Mengirim kembali kuitansi yang sudah ditandatangani sebagai bukti tanda
terima uang pembayaran [nstiftusional Fee vang sudah dibayvar cleh PIHAK
PERTAMA sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PELAKSANA KEGIATAN
Penanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK PERTAMA dilaksanalkan oleh Rumah
Sakit Umum Daerah Asy-Syvifa’ Sumbawa Barat:
Perjanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana.
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Pasal 5
PEMBIAYAAN
Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

Pasal 6
JANGKA WAKTU
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu} tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja
Sama ini dirtandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 9 Mei 2020

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinva
sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tdak
dapat dilaksanakannva perjanjian ini, seperti terjadinva bencana alam, huru-
hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui
pernyataan tertulis pihak berwenang;

2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam katepori keadaan kahar,
maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanva
kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pthak berwenang,
selambat-lambatnya 14 [empat belas| hari terhitung mulai terjadinva peristiwa
tersebut;

3. Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi
Jjangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau
kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanpan ini, PARA PIHAK
sepakal menyelesaikan secara musvawarah untuk mufakat;

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat wuntuk
menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku,
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Pasal 9
PENUTUP
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup
dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

FI KEDUA

-

# Dr. dr. [ Ketut Suyasa, 3p.B. Sp.OT H{L:ﬂ'
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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
EUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA KABUPATEN DONGGALA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT OLEH
DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN REAMINASI DAN DOKTER
SPESIALIS BEDAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 445/554 /RSUD/VIII/2019
NOMOR : 35/UN14.2.2/KS/2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu
Sembilan Belas, (02-09-2019) bertempat di Denpasar Bali, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. H. Syahriar, M. Kes
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota
Kabupaten Donggala
Alamat : JL Trans Palu Donggala Kel. Kabonga Sulawesi Tengah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum
Daerah Kabelota Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA

2. Nama : Dr.dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,8p.0T(K)
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udavana-Bali
Alamat t Jalan P.B Sudirman, Denpasar-Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakulitas Kedokteran
Universitas Udayana-Bali yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

FIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, bersepakat melakukan kerjasama sebagai tindak
lanjut Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Donggala dengan
Universitas Udayana Nomor 445/01004/RSUD/VII/2018 dan Nomor
14509 /UN14/KS/2018, dalam memberikan pelavanan kesehatan
spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota dengan ketentuan
sebagai berikut :



PASAL 1
DASAR PERTIMBANGAN
PIHAK PERTAMA dalam hal ini membutuhkan adanya pelayanan
kesehatan khususnya pelayanan kesehatan Anestesiologi dan
Reanimasi dan kesehatan [lmu Bedah.

. PIHAK KEDUA bersedia memberikan pelayanan keschatan

Anestesiologi dan Reanimasi dan kesehatan llmu Bedah di Rumah
Sakit Umum Daerah Kabelota.

PASAL 2
MAKSUD DAN TLLIUAN

. Maksud disclenggarakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah

saling mendulkung dalam membina hubungan kelembagaan antara

PARA PIHAK dalam bidang pelayanan keschatan Anestesiologi dan

Reanimasi dan keschatan [lmu Bedah dengan melibatkan Residen

Senior Anestesiologi dan Reanimasi dan Residen Senior Bedah guna

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum

Daerah Kabelota.

. Tujuan Perjanjian Kerja S8ama ini adalah :

a. Memberikan kesempatan kepada Residen Senior Anestesiologi
dan Reanimasi dan Residen Senior Bedah Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana-Bali untuk mendapatkan pengalaman di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota.

b. Mengembangkan pelayanan keschatan Anestesiologi dan
Reanimasi dan kesehatan [lmu Bedah di Rumah Sakit Umum
Daerah Kabelota.

c. Mecningkatkan pelayanan kedokteran pada umumnya dan
khususnya di bidang pelayanan kesehatan Anestesiologi dan
Reanimasi dan kesehatan llmu Bedah.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Kesehatan
Residen Senior Anestesiologi dan Reanimasi dan Residen Senior Bedah
di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

{1) HAK PIHAK PERTAMA :

a. Mendapatkan Residen Senior Anestesiologi dan Reanimasi dan
Residen Senior Bedah untuk menjamin kesinambungan pelayanan
kesehatan di Fumah Sakit Umum Daerah Kabelota;

b. Mendayagunakan Residen Senior Anestesiologi dan Reanimasi dan
Residen Senior Bedah untuk meningkatkan mutu pelayanan



.

kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota dalam melavani
masyarakat di Kabupaten Donggala;

Menerima dan mengelola semua penerimaan atas pelayanan medis
vang diakibatkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal ini
diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota;

(2) HAK PIHAK KEDUA

Mendapat Sural lzin Praktek (SIP) dari pemerintah Kabupaten
Donggala atas nama Residen Senior Anestesiologi dan Reanimasi
dan Residen Senior Bedah yang bertugas pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabelota, dengan ketentuan sudah memenuhi persyaratan
(SIP) di Kabupaten Donggala.

. Menentukan Residen Senior Anestesiologi dan Reanimasidan

Residen Senior Bedah yang akan ditempatkan di Rumah Sakil
Umum Daerah Kabelota sesuai kebutuhan dan ketersediaan tenaga
dimaksud.

. Menggunakan Sarana dan Prasarana yang disiapkan cleh PIHAK

PERTAMA.

. Menerima biaya atas penyclenggaraan Pelayanan Kesehatan

Anestesiologi dan Reanimasi dan Pelayanan Kesehatan [lmu Bedah
di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota dalam hal ini diwakili oleh
Residen Senior Anestesiologi dan Reanimasi dan Residen Senior
Bedah vang dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota,

. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bag

keselamatan Residen Senjor Anestesiologi dan Reanimasi dan
Residen Senior Bedah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabelota Kebupaten Donggala.

(3) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Mengurus penerbitan SIP kepada setiap Residen Senior
Anestesiologi dan Reanimasi dan Residen Senior Bedah yang
bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota.

Memastikan keamanan kerja PIHAK KEDUA.

Menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan Anestesiologi dan
Reanimasi dan pelayanan kesehatan Ilmu Bedah vang diperlukan
baik peralatan maupun penunjang lainnya guna memperlancar
Pelavanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota baik rawat jalan
maupun rawat inap.

. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilekukan

Residen Senior Anestesiologi dan Reanimasi dan Residen Senior
Bedah dalam rangka pendidikan dan pelayanan kesehatan di
Rumah SBakit Umum Daerah Kabelota.

. Menyiapkan Sarana dan Prasarana penunjang bagi PIHAK KEDUA

yvang akan memberikan pelayanan di Rumah Sakit berupa :



(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA ;

a, Menyiapkan dan mengirim Residen Senior Anestesiologi dan
Reaminasi dan Residen Senior Bedah ke Rumah Sakit Umum
Dacrah Kabelota Kabupaten Donggala yang diatur secara bergiliran
dan berkesinambungan.

b. Residen Senior Anestesiologi dan Reaminasi dan Residen Senior
Bedah bertugas selama 2 (dua) bulan.

¢. Mentaati semua peraturan vang berlaku di Rumah Sakit Umum
Daerah Kabelota Kabupaten Donggala.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi sebelum perjanjian kerjasama
ini berakhir.

(5) PARA PIHAK secara bersama-sama mengatur pola rotasi dan
penugasan Dokter Residen Senior di PIHAK PERTAMA sesuai dengan
kebutuhan rumah salit.

PASAL 5
FEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini
scbagaimana tertuang dalam Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN sepenuhnya
ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
JANGEA WAKTU
Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 2
September 2019 sampai dengan 4 Juli 2020 Perjanjian Kerja Sama ini
ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PTHAK.

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri karena :
a. Berakhirmya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dan
b. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.



a. Menyediakan biaya pergantian transportasi (tiket pesawat pergi-
pulang) Denpasar Palu dan Taxi ke RSUD Kabelota Donggala
bagi Residen Senior Anestesiologi dan Reaminasi dan Residen
Senior Bedah yang bertugas di RSUD Kabelota Donggala;

b. Menyediakan biaya Institusional Fec sebesar Rp. 1.000.000,-
/bulan belum termasuk pajak yang ditransfer langsung ke
Rekening Rektor atas nama Unit Usaha Fakultas Kedokteran,
No. Rek Virtual Account : 9883334402030100, Bank BNI
KCU Denpasar, Jl. Gadjah Mada Nomor 30 Denpasar Bali;

c. Menyediakan biaya insentif untuk Residen Senior Anestesiologi
dan Hecaminasi dan Residen Senior Bedah scbesar Rp.
18.500.000,- /bulan sudah termasuk pajak;

d. Menyediakan biaya Asuransi jiwa/profesi bagi Residen Senior
Ancstesiclogi dan Reaminasi dan Residen Senior Bedah sebesar
Ep. 1.000.000,- /tahun/Bagian,

e. Menyediakan konsumsi makan bagi Residen Senior
Anestesiologi dan Reaminasi dan Residen Senior Bedah
sebanyak 3 (tiga) kali sehari;

[ Menyediakan penggantian biaya transportasi (tiket pesawat
pergi-pulang) bagi Residen Senior Anestesiologi dan Reaminasi
dan Residen Senior Bedah pada saat datang bertugas dan
mengakhini masa tugas di Rumah 8Sakit Umum Daerah
Kabelota;

g. Memberikan Jasa Medik sesuai ketentuan vang berlaku di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota:

h. Menyediakan fasilitas rumah dan kendaraan dinas roda 4
(empat) untuk kelancaran tugas Residen Senior Anestesiologi
dan Reaminasi dan Residen Senior Bedah;

i. Menyediakan penggantian biaya transportasi (tiket pesawat
pergi-pulang), akomodasi, konsumsi dan uwang sakubagi Tim
Visitasi yang akan melaksanakan Supervisi 1 (satu) kali dalam
setahun;

J. Menyediakan peralatan kesehatan vang dibutuhkan Residen
Senior Anestesiologi dan Reaminasi dan Residen Senior Bedah
sesuai  standar dari bagian yang bersangkutan dalam
pelaksanaan tugasnya;

k. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh Residen Senior
Anestesiologi dan Reaminasi dan Residen Senior Bedah sesuai
standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan
pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota;

Memberikan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi

keselamatan Residen Senior Anestesiclogi dan Reaminasi dan

Residen Senior Bedah yvang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah

Kabelota.
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PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Keadaan memaksa (Force Majeure] adalah suatu keadaan yang terjadi
diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan
menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan
atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian
Kerja Sama ini. Keadaan memaksa (Force Majeure] tersebut meliputi
Bencana Alam, Banjir, Wabah, Perang (yang dinyatakan maupun yang
tidak dinvatakan), Pemberontakan, Huru-Hara, Pemogokan Umum,
Kebakaran dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara
langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
Dalam hal terjadinya perisiwa Force Majeure maka PIHAK yang
terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut
oleh PIHAK lainnya.
PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya
peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara
tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender scjak saat terjadinya
peristiwa Force Majeure yang dikuatkan oleh surat keterangan dari
pejabat vang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force
Majeure tersebut.
PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan untuk
melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian
Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
Apabila peristiwa Force Majeure berlangsung terus hingga melebihi
atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure berlangsung
terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh] hari kalender,
maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu
Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila teriadi sengketa berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian

Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara
musyawarah dan mufakat.

Apabila penyelesaian sccara musyawarah sebagmimana dimaksud
pada avat 1 (satu) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat
menverahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan
MNegeri.

Mengenai Perjanjian dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih
Kediaman Hukum atau Domisili Hukum vang tetap dan umum di
kantor Panitera Pengadilan Negeri Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
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PASAL 10

PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan
diatur dalam perjanjian tambahan/Addendum atas kescpakatan
PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Penjanjian Kerja Sama ini.
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-
masing bermaterai Rp. 6.000,- sama bunyinya dan mempunyai
Kekuatan Hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA
PIHAK.




PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

39/UN14.2.2/K5/2019 (PIHAK PERTAMA|
HeoZobj4w uz fo3993 [201y (PIHAK KEDUA|
420/3248.1/2019 (PIHAK KETIGA)

TENTANG

PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
PELAYANAN, PENELITIAN SERTA PENQABDIAN MASYARAKAT

Pada har ini Senin, tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas
(01-07-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini:
. dr. | Ketut Suyasa, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas

Sp.B, Sp.OT (K)

Wayan Sudana,

dr, Gede Wiartana, M.Kes

Udayana, berdasarkan Keputusan Rektor
Nomor 707/UN14/KP/2017 dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Fakultas
Kedokieran  Universitas Udavana vyang
berkedudukan di J1. P.B. Sudirman Denpasar,
selanjutnya disebut sebagai FIHAK PERTAMA;
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat
Sanglah Denpasar, berdasarkan Keputusan
Menter Kesehatan RI Nomor:
KP.03.01 /Menkes/321/2016 tertanggal 15
Juni 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan
datas nama Rumah Sakit Umum Pusat
Sanglah Denpasar yang berkedudukan di JL
Diponegoro Denpasar, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA:

Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, vang
diangkat berdasarkan Keputusan Bupati
Buleleng Nomor 821.2/1986/BKD, tertanggal
09 Pebruari 2017, vang dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas nama RSUD
Kabupaten Buleleng berkedudukan di Jalan
NgurahRai No. 30 Singaraja, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KETIGA,



PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan FIHAK KETIGA selanjutnya disebut
FARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama di bidang
pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penclitian serta pengabdian masyarakat
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasai-
pasal di bawah ini:

Pasal 1

TUJUAN
Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
membina hubungan kelembagaan PARA PIHAK dibidang pendidikan dan
pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyvarakat, memberi
pembelajaran klinik yang memadai bagi peserta didik, meningkatkan kualitas
pelayanan serta keselamatan pasien.

Pasal 2

RUANG LINGKUP
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan
kegiatan bersama meliputi:
(1) Bantuan tenaga ahli/profesional dibidang kesehatan untuk pelayanan:
{2) Pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik;
{3) Lokakarya, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya;
(4) Penelitian dan pengembangan pelavanan kesehatan berbasis rumah sakit

di PIHAK KETIGA;

(3) Pengabdian masyarakat

Pasal 3
TANGGUNG JAWAE BERSAMA
(1) Pengaturan Dosen

PARA FIHAK memiliki tanggung jawab bersama untuk pengaturan dosen

dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan,

penelitian serta pengabdian masyarakat ditempat PIHAK KETIGA.
(2) Proses Pendidikan

8. Proses pendidikan klinik dilaksanakan berdasarkan Panduan
Pendidikan Kedokteran vang berlaku;

b. Dalam proses pendidikan klinik dilaksanakan supervisi berjenjang oleh
DPJP sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

¢, Dalam proses pendidikan, peserta didik terlibat dalam pelayanan
pasien, sesuai dengan kompetensinya,

d. Peserta didik PIHAK PERTAMA, dalam melaksanakan proses pendidikan
dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat
ditempat PIHAK KETIGA diatur secara tersendiri didalam buku
Pedoman dan Panduan Pendidikan Profesi Dokter di Rumah Salit
Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
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PASAL 4
PENERIMAAN PESERTA DIDIK

JENIS dan RASIO
Rasio untuk pembimbing berbanding dengan peserta didik kedokteran
{PSFD) 1:5, PPDS-1 rasio 1:3 dan tenaga kesehatan lain dengan rasio 1 - 7.
JENJANG PENDIDIKAN
Jenjang Pendidikan Peserta Didik :
a.Semua Program Studi Sarana wvang berada dibawah Fakultas

Kedokteran Universitas Udayana
b. Program Pendidikan Dokter Spesialis 1
VARIAS]I KASUS
Penenimaan peserta didik disesuaikan dengan variasi kasus yang ada di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng,

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian, serta
pengabdian masyarakat;
b. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di tempat PIHAK
KETIOA; dan
¢. Membiavai pelaksanaan program pengembangan pendidikan peserta
didik di PIHAK KETIGA tidak termasuk untuk Peserta Didik Program
Pendidikan Dokter Spesialis 1.
d. Mengatur pengiriman peserta didik ke PIHAK KETIGA melalui koordinasi
dengan PIHAK KEDUA_
PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
Memanfaatkan fasilitas vang tersedia untuk pendidikan dan pelatihan,
pelayanan, penelitian dan pengabdian masyvarakat bagl peserta didik di
FIHAK KETIGA.
PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a. Bersama PIHAK PERTAMA melakukan supervisi yvang memadai kepada
peserta didik.
b. Mengetahui peserta didik mendapatkan pembelajaran klinik di PIHAK
KETIGA,
FIHAK KEDUA memmpunvai Hak:
Mendapatkan informasi terkait perencanaan pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan peserta didik di PIHAK KETIGA.
FIHAK KETIGA mempunyai kewajiban:
a. Menyiapkan fasilitas bahan habis pakai dan peralatan pendidikan
bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
b. Memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran,
kedokteran gigi dan/ atau kesehatan lain
¢, Menyiapkan tenaga pembimbing/pengajar;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik;
e. Membenkan laporan secara rutin kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA terkait lingkup kegiatan ini
3 Paraf | A
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(6) PFIHAK KETIGA mempunyai Hak:

a. Menerima peserta didik untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan
pelayanan hidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain sesuai
dengan daya tampung rumah sakit pendidikan PIHAK KETIGA.

b, Menerima kontribusi dana pendidikan dan PIHAK PERTAMA.

¢. Mendapat perencanaan dan kelengkapan dokumen peserta didik vang
akan bertugas di FIHAK KETIGA seperti: surat pengantar untuk peserta
didik kedokteran, dan Surat Tanda Registrasi, Surat ljin Praktik
Pendidikan, Surat keterangan kompetensi dari Ketua Program Studi
untuk peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis 1;

d. Mengatur peserta didik yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA dan
FIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku di PIHAK KETIQA.

PARA PIHAK secara bersama-sama mengatur pola rotasi dan bimbingan
kepada peserta didik PIHAK PERTAMA demi peningkatan kualitas pendidikan
dan pelayanan serta keselamatan pasien.

Pasal 6
PENDANAAN
Seluruh konsekuensi pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian Kerja sama
ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA tidak termasuk untuk Peserta Didik
Program Pendidikan Dokter Spesialis 1.

Fasal 7
PENELITIAN

(1) Penelitian kedokteran, kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lain
dilakukan dalam rangka pengembangan bidang kesehatan dan
perumahsakitan;

(2) Penelitian kedokteran, kedokteran gigi dan tenaga keschatan lain
dilakukan di instansi PIHAK KETIGA;

(3] Penelitian yvang dilakukan dengan manusia sebagai obyek penelitian wajib
mendapatkan ethical clearance yang dikeluarkan oleh instansi PIHAK
KEDUA atau FIHAK KETIGA;

(4] Bimbingan peserta didik dalam melaksanakan penelitian menjadi tanggung
jawab PARA PIHAK dengan PIHAK PERTAMA scbagai pembimbing utama;
{3} Hasil peneliian digunakan sebagai bahan pengembangan bidang

kesehatan dan perumahsakitan PARA PIHAK;

Pasal 8
REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEFENDIDIKAN
(1) Rekruitmen Dosen dan Tenaga Pendidikan dalam perjanjian kerja sama ini
dilaksanakan melalui alur rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan vang
diatur dalam regulasi:
(2) Seluruh Dosen dan Tenaga kependidikan terdafiar dalam daftar nama

Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah diketahui oleh PARA
PIHAK.

4 Paraf 1 :£.....
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Pasal 9
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
Dalam perjanjian kerja sama ini proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan,
penelitian serta pengabdian masyarakat dilakukan oleh PARA PIHAK dan Jika
bekerjasama dengan pihak lain harus dengan kesepakatan PARA PIHAK dan
sesual peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
TANGGUNG JAWAB HUKUM
PARA FIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal vang
berkaitan dengan tujuan kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup
perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan yvang berlaku.

Pasal 11
JANGKA WAKTU KERJASAMA

(1) Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani dari tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Riby Sembilan
Belas (01-07-2019) sampai dengan tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-6-2023);

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai
dengan kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-
lambatriya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir dengan surat
permnberitahuan tertulis.

Pasal 12
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA
Ketentuan pelaksanasn kerja sama sesuai dengan pedoman penvelenggaraan
pendidikan kedokteran dan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjacinya
sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK vang mengakibatkan
tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam,
huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainva, yang dibuktikan
melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;

(2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan
memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa
yang menimpanya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 {tujuh)
hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;

|3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga
melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh| hari, maka PARA PIHAK sepakat
untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

5 Paraf 1 : /’
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Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1} Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

{2) Dalam hal terjadi perselisthan atau perbedaan pendapat vang timbul
dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA
FIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musvawarah
untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah,
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan
hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri Denpasar.

Pasal 15
PERUBAHAN PERJANJIAN
Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam
pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum)
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, vang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 16
BERAKHIENYA PERJANJIAN KERJASAMA
Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :
(1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK:
(2} Tujuan perjanjian telah tercapai;
(3] Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yvang mengakibatkan
Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
(4] Jangka waktu Perjanjian Kerjasama vang ditetapkan telah berakhir dan
tidak diperpanjang; atau
(2] Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

6 Parafl ] ; #
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Pasal 17

PENUTUP
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli masing-masing
sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunvai kekuatan
hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Kﬁ.ﬂ FAKULTAS KEDOKTERAN F4 DIREKTUR UTAMA
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/5% ”“ ‘s u@ansxm& UDAYANA RSUP SANGLAH DENPASAR ¥
& ZgAN
h EE 14 % ‘.?eu E ﬁ -:-Z NG,
1 We e
-\\ - ;{%‘-’ it II-I-I. .. 3 -
ﬂ‘ﬁ::.—_ T |3 3 fis
b gt

i
Dr. dr, T KETUT

YASA, Sp.B, S5p.OT [lﬂ/ﬂ

FIHAK KETIGA
DIREKTUR




PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR

NOMOR : RSUD-L. 445/ 564 f2019
NOMOR : 30 fUN14.2.2 [K5/2019
TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI BIDANG KESEHATAN ILMU BEDAH
DAN ILMU ANESTHESI DALAM RANGEA KEMITRAAN PENGEMBANGAN
EUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEWOLEBA
KABUPATEN LEMBATA

Pada hari ini, Kamis tanggal 5 bulan September tahun Dua Ribu Sembilan
Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. Bernardus Yoseph Beda ° Direkiur Rumah Sakit Umum Daerah
Lewnoleba, yang berkedudukan dan
berkantor di jalan Trans Lembata
Lewoleba, Nusa Tenggara Timur.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Lembata yang selanjutnya disebut PTHAK PERTAMA.

IO. Dr. dr. I Ketot Suyasa, 8p.B, : Dekan Fakultas Kedokieran
Universitas Udayana Denpasar, yang
Sp.OT (K} berkedudukan dan berkantor di jalan

P. B. Sudirman Denpasar.

Dalam hal i bertindalk untuk dan atas nama Fakultas Kedolderan
Universitas Udayvana- Denpasar vyang selanjuinya disebut PIHAK
m'ﬂl..a_



Selanjuinya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama — sama
disebut PARA PIHAK dan secara sendiri - sendin disebut PIHAK, terlebih
dahulu menyatakan bahwa PARA PIHAK scpakat untuk mengadakan
Kerjasama Kemitraan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daesrah Lewoleba
Kabupaten Lembata dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan
ketentuan sebagaimana tertfuang dalam pasal — pasal di bawah ini :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah penguatan dan peningkatan
kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat umumnya serta
pelavanan Bedah dan pelayvanan Anesthesi, khususnya di Kabupaten
Lembata,
(2} Tuuan Perjanjian Kerja Sama adalah :

a. Terpenuhinya kebumihan pelayanan kesehatan masyarakat
umumnya, pelayanan Bedah dan Anesthesi di Rumah Sakit Umum
Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata melalui penempatan tenaga
klinik Residen Senior Bedah dan Residen Senior Anesthesi;

b. Pengualan sistem rujukan kesehatan masyarakat umumnya, dan
Puskesmas se - Kabupaten Lembata dan pengembangan melalui
Capacity Buillding dalam upaya peningkatan pengetahuan dan
keterampilan bagl para dokier umum dan perawat pada Rumah
Sakit Umum Daerah Lewoleba;

c. Terpenuhinya kebutuhan tenagas dokter spesialis dalam pelayanan
keschatan masyarakat umumnya, pelayanan Bedah dan Anesthesi
di Rumah S2akit Umum Daerah Lewoleba melalui pendidikan dokter
spesialis.

Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kemitraan Pengembangan
Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten L:mhﬂ.m.j



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PARA PIHAK scbagsi berikut :
a. Hak PIHAK PERTAMA mecliputi ;

1.

Memperoleh hasil pelayanan Bedah dan Anesthesi di Kabupaten
Lembata;

Memperoleh laporan dari Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba
bahwa PIHAK KEDUA tidak diijinkan meninggalkan pekerjasn
untuk keluar dari Kabupaten Lembata selama menjalankan
tugas;

Memperoleh laporan kegiatan, saran dan tindak lanjut pelayanan
dari PIHAK KEDUA kepada Kepala Seksi Pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah Lewoleba;

. Menunjuk dokter umum dari Kabupaten Lembata yang akan

mengikuti pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana Denpasar scsuai dengan persyaratan yang
berlalku di Falkultas Kedokteran Universitas Udayana; dan
Memberikan  persetujuan dan dukungan dana untuk
menyukseskan kerjasama Kemitraan Pengembangan Rumah
Salkit Umum Daerah Lewoleba.

b. Hak PIHAK KEDUA, meliputi -
1.

Menunjuk tenaga Dokter Residen Bedah dan Residen Anesthesi
vang dikirim sesuai bidang garapan dan kompetensi seria
kemampuan berinteraksi sosial dan budaya di masyarakat
setempat, dengan pergantian residen Bedah dan residen Anesthesi
setiap 2 [dua) bulan secara berkesinambungan;

Mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk
menyukseskan program kerja, moniloring dan evaluasi serta
rencana tindak lanjut; }



Mendapat Surat ljin Praktek (S|P} dari Kepala Dinas Penanaman
Modal Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Lembata atas nama residen Bedah dan residen Anesthesi yvang
bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan
ketentuan melengkapi  seluruh syarat  administrasi yang
ditetapkan;

Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA melalui insentif
untuk deokter residen sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta
rupiah) per bulan dengan perhitungan absensi 100 % hadir;
Memperoleh biaya transportasi (pesawat kelas ekonomi pulang-
pergil, biaya makan sebesar Rp. 4.000.000 [empat juta rupiah) per
bulan dan tempat tinggal selama bertugas di Rumah Sakit Umum
Daerah Lewoleba;

Memperoleh dana penggantian tiket pesawal kelas ekonomi pergi
dan pulang Denpasar-Kupang-Lewoleba, akomodasi, konsumsi
dan uang harian bagi 4 (Empat) Stal Senior Fakultas Kedokteran
Universitags Udayana yang akan melakukan Supervisi sehanyak |
(satu) kali dalam setahun sesuai Standar Biaya Kabupaten
Lembata;

Memperoleh fasilitas kendaraan dinas roda 4 (empat| ontuk
kelancaran tugas;

Memperoleh pembayaran jasa medik yang berasal dar Jaminan
Kesehatan Nasional, dan

Mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dalam
menjalankan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.

(2] Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut :
a. HKewajiban PIHAK PERTAMA melipuli :

1.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, dalam hal mi Kepala
Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu  Pintu  dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata akan membuat
Surat ljin Prakiek (SIP) sesuai prosedur yang ditetapkan, bagi
setinp Residen yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah
Lﬂ'wull:'bﬂia.



10.

11.

. Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tetap menganggarkan

Insentf Daerah bagi tenapa klinik Residen Senior Bedah dan
Residen Senior Anesthesi;

Melakukan pembayaran insentif untuk PIHAK KEDUA
berdasarkan Standar Biaya Daerah yang menetapkan tenaga
khinik Residen Senior Bedah memperoleh tunjangan sebesar
Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dengan
perhitungan sbsensi 100% hadir;

Membiayai transportasi (pesawat kelas ekonomi pulang-pergi),
biaya makan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per
bulan bagi PIHAK KEDUA sctiap pergantian stase;

Menviaplkan tempat tinggal dan semua akomodasi lainnya,
termasuk transportasi yang layak untuk kelancaran tugas
sclama bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Lewaleba;
Melakukan pembayaran jasa medik yvang berasal dari Jaminan
Kesehatan Masional;

Memastikan keamanan kerja PIHAK KEDUA;

Melakukan monitoring dan evaluiasi kinerja pelayanan dari
PIHAK KEDUA,;

Memperoleh dana penggantian tiket pesawat kelas ekonomi pergi
dan pulang Denpasar-Kupang-Lewoleba, akomodasi, konsumsi
dan uang harian bagi 4 (empat) Staf Senior Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana yang akan melakukan Supervisi sebanyak 1
{sata) kali dalam setahun sesuai Standar Biaya Kabupaten
Lembata;

Menyediakan dana bagi dokter umum dari Kabupaten Lembata
untuk mengikut pendidikan dokter spesialis di Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana,

Mempersiapkan dokter umum dan Kabupaten Lembata vang
akan mengikuti pendidikan dokter spesialis di Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana Denpasar; dan ¥



12. Membavyar Institutional Fee sebesar Rp. 10.000.000,- per tahun
yvang dibayar melalui rekening :
Nama Bank : BNI KCU Denpasar, Jl, Gajah Mada

L.

Denpasar

Nama Rekening : Unit Usaha Fakultas Kedokteran

Nomor Rekening

Virtual Account : 9883334402030100

Setiap bukti transfer akan dicopy dan diserahkan kepada Bagian
Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, disertakan
foto copy Perjanjian Kerja Sama.

b. Kewsjiban PIHAK KEDUA, meliputi :

Menyiapkan tenaga dokter Residen Bedah dan Residen Anesthesi
vang dikirim dalam kompetensi teknis klinis dan kemampuan
berinteraksi sosial dan budava di masyarakat setempat, dengan
pergantian setiap 2 (dua) bulan sekali secara berkesinambungan
dan melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan sebagai berikut:

.

memberikan pelayanan keschatan kepada semua pasien
sesuai dengan kebutuhan medis dan Standar Kompetensi
pelayanan kesehatan yang diberikan;

melakukan transfer ilmu melalui Capacity Butllding bagl para
dokter umum dan perawat;

memberikan laporan kegintan kepada Kepala Seksi Pelayanan
Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba sehingga adanya bukt
scrah terima tugas dar tenaga klinik medik lama ke tenaga
klinik medik baru; dan

mengikuti program kegiatan yang ditetapkan oleh Komite
Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.

Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPFT), Kompetensi Residen
dan Surat Tanda Registrasi (STR-PPDS) setiap Residen yang akan
bertugas sebagai syarat dibuatkan Surat ljin Praktek (SIP);
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan
sumber daya manusia keschatan dari Kabupaten Mmhﬂm:}



4. Bertanggung jawab terhadap kirernja perorangan yang dikirim
sesuai dengan konirak kerja;

5. Memberi laporan kepada PIHAK PERTAMA jika terjadi
keterlambatan penginiman dokter Eesiden Bedah atau Residen
Anesthesi;

6. Mendukung penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis bagi
dokter umum darn Kabupaten Lembata; dan

7. Bagi Stal Senior yang melakukan Supervisi, wajib membawa
Surat Tugas yang ditandatangani Dekan Fakultas Kedokteran
serta menyerahkan tiket Perjalanan kepada PIHAK PERTAMA
sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan Aanggaran
PIHAK PERTAMA

Pasal 4
JANGEA WAKTU
(1) Jangka wakiu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31
Desember 2020,
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang
sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang akan
dituangkan dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 5
PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul dar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Lembata Tahun
Anggaran berjalan berdasarkan rencana kerja dari PIHAK PERTAMA.

Pasal &
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE

(1} Yang dimaksud dengan keadoan memaksa “Foree majeure” adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atbu kekuasaan
PARA PIHAK dan menyebabkan PIHAK yvang mengalaminya tidak dapat
melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam
kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, hm'uu',r



wabah, perang (vang dinyatakan maupun tidak dinyatakan),
pemberontakan, humi-hara, pemogokan wumum, kebakaran dan

Kebjjaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secam langsung terhadap
pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang
terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh
PIHAK lainnya.

(3) PIHAK vang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya
penstiwa Force Mojeure tersebut kepads PIHAK yvang lain secara tertulis
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak sast terjadinya peristiwa Force
Majeure yang dikuatkan oleh Surat Keterangan darn Pejabat vang
berwenang yvang menerangkan adanya peristiwa Foroe Majeure tersebut.

(4) PIHAK yang terkena Force Mgjeure wajib mengupayvakan untuk
melaksanakan kewsjibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini
segera setelah peristiwa Force Majeure beralkhir.,

{5) Apabila peristiwa Force Mojeure berlangsung terus hingga melebihi atau
diduga oleh PIHAK vang mengalami Force Mojeure berlangsung terus
hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA
PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Jika terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah mufakat dan apabila kata sepakat tidak
tercapai maka PARA PIHAK setoju untuk menyelesaikannya melatui
Pengadilan Negeri tempat tinggal/ domisili PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENUTUP
i1) Hal — hal vang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur
berdasarkan kesepakatan dari PARA PIHAK dan dituangkan secara
tertulis dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian
yvang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama uu}



(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dual asli, masing-
masing bermateral cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
setelah ditandatangani oleh PARA PTHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Kedokteran Direktur RSUD Lewnleba

?

Pomarrmsimas

NIP. 19761108 200803 1 001
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